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MOTTO 
 
ٌميِظَع ٌرِجَأ  ُۥٓهَدنِع َوَّللٱ َّنَأَو ٌةَنِتِف ِمُكُدَٰلِوَأَو ِمُكُلََٰوِمَأ  ٓ اَمَّنَأ ٓ  ا  ٓ وُمَلِعٱَو 
 
”Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan 
dan sesungguhnya disisi Allahlah pahala yang besar.”  
(QS.al-Anfal ayat 28). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruflatin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َ Fathah A A 
 ِ Kasrah I I 
 ُ Dammah U U 
 
 
 
x 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح H{aula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
xi 
 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأآةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
xii 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana> 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuz||||>una 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ٓامٓودممحلىسزلاإ  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنآبزٓللهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
xiv 
 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخٓىهنٓاللهٓنإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناوٓميكنآاىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 Alfina Rizkiani, NIM: 152131028, “PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI 
PENGEDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN 
HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Wilayah Surakarta)”. 
Permasalahan yang diangkat sebagai fokus penelitian adalah mengenai 
pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pengedar narkoba dan 
perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam pengedaran narkoba dalam 
perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban 
pidana dan perlindungan hukum bagi anak sebagai pengedar narkoba di wilayah 
Surakarta dalam perspekif hukum positif dan hukum pidana Islam. 
Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field 
research),. Sumber data primer berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder 
berupa buku, karya tulis, dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan di POLRESTA 
Surakarta, Balai Pemasyarakatan Surakarta, Kejaksaan Negeri Surakarta, dan 
Pengadilan Negeri Surakarta selama 91 hari. Teknik pengumpulan data 
menggunakan  teknik observasi non partisipan, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dengan reduksi data, triangulasi, dan kesimpulan. 
  Hasil dari penelitian ini adalah adalah kasus anak sebagai pengedar 
narkoba dalam hukum positif anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana 
apabila telah berusia 12 tahun dan dapat dipidana apabila telah mencapai umur 14 
tahun dengan berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam hukum pidana 
Islam, anak tidak dikenakan hukuman badan, namun membayar ganti rugi yang 
dibebankan kepada harta orang tuanya. Dalam hukum positif, anak pelaku tindak 
pidana mendapatkan perlindungan hukum melalui adanya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 dengan adanya diversi, namun apabila posisi anak juga 
sebagai korban, maka status korban itu akan diperhitungkan di dalam putusan 
hakim dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan putusan.  Dalam hukum 
Islam, apabila anak merupakan korban dari sasaran kejahatan orang lain, maka 
keluarga, masyarakat, dan Negara berkewajiban memberikan pertolongan. 
 
Kata Kunci: Anak, Narkoba, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam. 
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ABSTRACT 
 
 Alfina Rizkiani, NIM: 152131028, "CRIMINAL LIABILITY AND 
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS DRUG dealers IN THE 
PERSPECTIVE of POSITIVE LAW AND ISLAMIC CRIMINAL LAW (case 
study in Surakarta area)". The problem raised as a focus of research is on criminal 
liability for children as a drug dealer and legal protection for children as victims in 
drug trafficking in the perspective of positive and criminal law of Islam.  
The purpose of this research is to find out the criminal liability and legal 
protection for children as drug dealers in Surakarta region in the case of positive 
law and Islamic criminal law.  
 The research method used is the type of field research,. Primary data 
sources are interview results and secondary data sources in the form of books, 
papers, etc. This research was conducted at POLRESTA Surakarta, Surakarta 
Correctional Hall, Surakarta state prosecutor, and Surakarta District Court for 91 
days. Data collection techniques using non-participant observation techniques, 
interviews, and documentation. Data analysis technique with data reduction, 
triangulation, and conclusion. 
 The result of this research is the child's case as a drug dealer in the positive 
law of a child can be held a criminal liability if it is 12 years old and can be 
sentenced when it reaches the age of 14 years in the form of basic criminal and 
Additional criminal. In Islamic criminal law, the child is not subject to 
punishment, but pays the damages charged to his or her parents ' property. In the 
positive law, children of criminal acts get legal protection through Law No. 11 of 
2012 with a version, but if the position of the child is also a victim, then the status 
of the victim will be counted in the ruling Judge by looking at things that can 
alleviate the verdict.  In Islamic law, if the child is a victim of another person's 
crimes, then the family, the community, and the state are obligated to give help. 
 
 
Keywords: children, drugs, positive law, Islamic criminal law. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Di Indonesia sekarang ini, perbuatan tindak pidana berkembang sangat 
pesat. Bentuk perbuatan melanggar hukum dan sasarannya pun beragam. 
Sebagaimana dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sekarang 
ini marak terjadi di kota-kota besar yang mengikutsertakan anak-anak masih 
dibawah umur didalamnya. Mereka dijadikan  sasaran untuk mengedarkan 
narkoba karena ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan 
orang dewasa. 
Yang dimaksud dengan anak adalah, anugerah dari Allah Yang Maha 
Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa 
perkembangan fisik dan mental.
1
 Sedangkan menurut peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia, batas umur seseorang dikatakan sebagai anak 
atau belum dewasa berbeda-beda. Pengelompokan batas usia anak sangat 
bergantung pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan.
2
 
Dalam hukum Islam, seseorang dikatakan dewasa apabila sudah balig, 
yang menunjukkan seseorang mencapai balig atau belum balig tidak 
ditentukan pada batas usia, melainkan ditentukan dengan tanda-tanda tertentu. 
Ada beberapa kategori perkembangan seseorang berkaitan dengan kewajiban 
melaksanakan syar’i. Seseorang dikategorikan mukallaf, yaitu seseorang laki-
                                                             
1 M. Nasir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1. 
2Layyin Mahfiana, Anak Dalam Perlindungan Hukum Studi Kasus Di Ponorogo, (Ponorogo: 
STAIN Ponorogo Press, 2012), hlm. 31. 
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laki muslim yang sudah berakal dan balig. Sama dengan wanita muslimah 
berakal dan balig.
3
 
  Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan adanya tanda-
tanda yang bersifat jasmani, yaitu telah mulai haid bagi wanita dan mimpi 
bersetubuh bagi laki-laki. Tanda-tanda tersebut merupakan tanda seseorang 
diperbolehkan melakukan perkawinan. Dalam kondisi yang tidak terlihat tanda 
jasmani tersebut, dapat diambil ketentuan batasan umur yang menurut para 
ulama dewasa itu adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 
Menurut Abu Hanifah, dewasa bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan 
adalah 17 tahun. Bila seseorang belum mencapai umur tersebut, maka belum 
berlaku untuknya beban hukum atau taklif.
4
 
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya 
dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi 
dibidang komunikasi dan kemajuan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup sebagian orang tua, telah 
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang 
sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
5
 Selain itu, hak anak 
yang tidak terpenuhi seperti mendapatkan kasih sayang, mendapatkan 
                                                             
3 Ahmad Ferdian, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Nakotika 
Yang Di Lakukan Oleh Anak”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Jinayah Siyasah IAIN Raden 
Intan Bandar Lampung. Bandar Lampung. 2017. hlm. 40-41. 
4 Amir Syarifuddin,  Ushul Fiqh Jilid I , (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 360. 
5Kusno Adi, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak PIdana Narkotika Oleh Anak, 
(Malang: UMM Press, 2009), hlm. 9. 
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bimbingan  dan pengawasan yang baik dari orang tua juga memudahkan anak 
untuk masuk ke dalam lingkungan dan pergaulan yang kurang baik. 
Anak-anak yang melakukan perbuatan hukum atau tindak pidana dapat 
dijatuhi pidana  atau tindakan, pengertian anak dalam konteks ini adalah Anak 
Nakal.
6
 Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak,  yang dimaksud anak yang berhadapan dengan 
hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, 
di ayat 3 menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yang 
disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana. Kemudian di ayat 4, anak yang menjadi korban tindak pidana yang 
selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ayat 5 menjelaskan 
tentang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 
Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.  
                                                             
6 Sri Sutatiek, Hukum Pidana Anak Di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 2. 
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Secara terminologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba 
atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf,  menghilangkan 
rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.
7
 
Narkoba (Narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara 
tegas dalam hukum Islam. Alquran hanya menyebutkan kata khamr. Meskipun 
begitu, jika alam hukum belum ditentukan statusnya, dapat ditempuh melalui 
metode qiyas.8 
Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab 
dengan kata ُتاَر ِّدَخُملا yang berasal dari akar kata  َخ َرَّد–  ُر ِّدَُخي–   رْيِدَْخت yang 
berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau 
mabuk.
9
 
Menurut Al-Sayyid Sabiq, sebagaimana yang dikutip oleh M. Nurul 
Irfan dan Musyarofah, bahwa sesunguhnya ganja itu haram. Dikenai sanksi 
had terhadap orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana dikenai sanksi 
had bagi peminum khamr. Ganja itu lebih butuk dibandingkan dengan khamr. 
Ditinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan 
laki-laki seperti banci dan memberikan pangaruh buruk lainnya. Ganja dapat 
menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan shalat. Sementara 
itu, ganja termasuk kategori khamr yang secara lafal dan maknawi telah 
diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
10
 
                                                             
7 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 173. 
8Ibid,, hlm. 172. 
9Ibid. 
10Ibid,, hlm. 173. 
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Sekarang ini, tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa 
saja, anak dibawah umur juga sudah banyak yang melakukan tidakan melawan 
hukum dengan menjadi pengedar narkoba. Berikut ini adalah data jumlah 
kasus penyalahgunaan narkoba tahun 2014 sampai dengan 2019 pada bulan 
April berdasarkan kasus tersangka di Polresta Surakarta:
11
 
No Status Tahun Jumlah 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Bandar 0 0 0 0 0 0 0 
2 Pengedar 1 0 0 0 0 0 1 
3 Kurir 1 0 2 0 2 0 5 
4 Pengguna 0 0 0 0 1 0 1 
Jumlah 2 0 2 0 3 0 7 
 
Meskipun anak tersebut adalah pelaku pengedar narkoba, namun perlu 
diketahui  bahwa sebenarnya ia merupakan korban yang telah dimanfaatkan 
usia anak-anaknya oleh para sindikat narkoba yang sebenarnya. Kedudukan 
anak tersebut bukan hanya menjadi pelaku tindak pidana saja, namun juga 
sebagai korban yang dalam hal ini harus mendapatkan perhatian khusus terkait 
perlindungan hukum apa yang akan anak tersebut terima baik sebelum 
persidangan yakni penyelidikan dan penyidikan di POLRESTA Surakarta, 
penuntutan di Kejaksaan , hingga pemeriksaan di sidang pengadilan, 
mengingat bahwa nantinya ia akan di stigma sebagai penjahat oleh masyarakat 
                                                             
11Warsino, Penyidik SAT Narkoba, Wawancara Pribadi, 6 Mei 2019, jam 10.19 – 12.00 WIB. 
6 
 
 
 
dan berakibat pada perkembangan dan masa depannya. Selain perlindungan 
hukum yang didapat, pertanggungjawaban pidana apa yang akan diberikan 
kepada anak tersebut. 
Dalam pemaparan diatas, penulis mencoba melihat pengedar narkoba 
yang mana pelakunya adalah anak dibawah umur dari segi ia menjadi korban 
dan pelaku dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam dengan 
mengangkat judul penelitian “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PENGEDAR 
NARKOBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
PIDANA ISLAM (Studi Kasus Di Wilayah Hukum POLRESTA Surakarta)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat 
dirumuskan ke dalam dua pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anak sebagai pengedar 
narkoba di wilayah Surakarta dalam perspekif hukum positif dan hukum 
pidana Islam? 
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban dalam 
pengedaran narkoba di wilayah Surakarta dalam perspektif hukum positif 
dan hukum pidana Islam?  
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka 
penulisan penelitian ini bertujuan untuk: 
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1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pengedar 
narkoba di wilayah Surakarta dalam perspekif hukum positif dan hukum 
pidana Islam. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum anak sebagai korban dalam 
pengedaran narkoba di wilayah Surakarta dalam perspektif hukum positif 
dan hukum pidana Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum 
pidana Islam. 
b. Dapat dijadikan pedoman bagi peneliti lain yang akan meneliti di 
bidang sama dengan yang diteliti penulis. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan landasan penegak hukum 
terkait tindak pidana pengedaran narkoba dengan melibatkan anak 
dibawah umur. 
E. Kerangka Teori 
Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang 
digunakan untuk memecahkan pokok permasalahan dalam penelitian ini, 
adapun teori-teori tersebut yaitu: 
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1. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Positif 
Pengedar narkoba dijerat dengan Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bunyi kedua Pasal 
tersebut adalah: 
Pasal 112 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 114 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukummenawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi  perantara 
dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan 
I, dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana  
penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh)tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling 
banyakRp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, 
menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon 
atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku  
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  
pidana penjarapaling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik 
dengan hukum yang selajutnya disebut dengan anak adalah anak yang 
telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumr 18 tahun yang diduga 
melakukan tidak pidana. Pasal 69 ayat 2 menyebutkan jika anak yang 
belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Jadi, yang dapat 
dikenai pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 yaitu hukuman 
pokok yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan 
kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana tambahan yang 
meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau 
pemenuhan kewajiban adat hanyalah anak yang telah mencapai umur 14 
tahun.
12
 
2. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Hukum Pidana Islam 
Kecakapan untuk dikenai beban hukum atau ahliyahal-wuju>badalah 
kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. 
Para ahli Ushul membagi ahliyah al-wuju>b itu pada dua tingkatan: 
a. Ahliyah al-wuju>b na>qish atau kecakapan dikenai hukum secara lemah; 
b. Ahliyah al-wuju>bka>milah atau kecakapan dikenai hukum sempurna.13 
                                                             
12Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 omor 153, Tambahan Lembaran Negara Repblik 
Indonesia Nomor 5332). 
13 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, ter. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 
1996), hlm. 230. 
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 Kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala 
perbuatannya menurut hukum disebut dengan ahliyah al-ada’ atau 
kecakapan untuk menjalankan hukum.  Perbuatan tersebut dapat berupa 
ucapan atau tindakan yang telah mempunyai akibat hukum. Ahliyah al-
ada’terdiri dari tiga tingkat yang masing-masing tingkatnya dihubungkan 
dengan batas umur seorang manusia, yaitu: 
a. ‘Adi>m al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu seorang manusia 
dari sejak lahir sampai mencapai usia tamyiz sekitar usia 7 tahun. 
Mereka tidak dibebani hukum karena dianggap tidak mempunyai akal, 
juga tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan. 
b. Ahliyah al-ada>’ na >qishah atau cakap berbuat hukum secara lemah, 
yaitu manusia yang mencapai usia tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai 
batas dewasa. Sifat lemah ini dikarenakan akalnya masih lemah dan 
belum mencapai sempurna. Jika dihubungkan dengan hukum, sebagian 
perbuatannya telah dikenai hukum dan sebagiannya lagi tidak dikenai 
hukum. Tindakan mumayiz yang berhubungan dengan tindakan 
kejahatan yang dilakukan dengan berakibat merugikan orang lain, ia 
akan dituntut dan dikenai sanksi berupa ganti rugi dalam bentuk harta 
dan tidak dihukum dengan hukuman badan. Oleh karena itu, tidak 
diberlakukan hukuman qishash bagi pembunuhan, dera atau rajam bagi 
perzinahan, atau potong tangan bagi pencurian. Ia hanya dibebankan 
diyat pembunuhan atau ta’zir yang dibebankan kepada hartanya atau 
orang tuanya. 
11 
 
 
 
c. Ahliyah al-ada>’ ka >milahatau cakap berbuat hukum secara sempurna, 
yaitu seorang menusia yang telah memasuki usia dewasa.
14
 
3. Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Positif 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, yang dalam Undang-Undang tersebut terdapat cara 
alternatif dalam penyelesaian perkara yang dilakukan dengan diversi. 
Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 
pidana ke proses di luar peradilan pidana.
15
 Diversi dilakukan untuk 
menjauhkan anak dari proses peradilan dengan maksud menghindarkan 
anak  dari stigmatisasi negatif. 
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi 
dilakukan dalam hal perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 
penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak 
pidana. 
4. Perlindungan Hukum Anak Dalam Hukum Pidana Islam 
Anak menurut Islam memiliki bentuk perlindungan, yaitu bersifat 
pencegahan agar anak tidak menjadi nakal. Artinya anak yang melakukan 
perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang berlaku, wujud 
perlindungan yang lainnya yaitu agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan 
orang lain. Apabila seorang anak sudah terlanjur melakukan suatu 
                                                             
14 Amir Syarifuddin,  Ushul…, hlm. 358-360. 
15Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 omor 153, Tambahan Lembaran Negara Repblik 
Indonesia Nomor 5332). 
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kejahatan (menjadi anak nakal), maka dalam pandangan fiqih telah diatur 
agar anak diberi perlakuan khusus yang sesuai dengan watak anak-anak. 
Anak yang melakukan kesalahan (kejahatan) diberi peringatan, nasehat, 
menjaga dan mengarahkan nuraninya supaya melangkah kearah yang 
benar. Ancaman dan peringatan diberikan ketika anak baru pertama kali 
melakukan kesalahan. Apabila telah berulang kali melakukan kesalahan 
maka perlu diberikan suatu hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman 
dan hukuman harus meperhatikanm batas-batas kewajaran sesuai dengan 
tingkat perkembangan jiwanya. Menurut Mahmud al-Khal’awi 
sebagaimana dikutip oleh Jamilia Susanti, dalam proses pendisiplinan dan 
pemberian hukuman pada anak, dapat menciptakan masalah baru. Oleh 
sebab itu, kedua orang tua harus memikirkan bagaimana cara yang tepat 
untuk mendidik anaknya dan cara yang paling berhasil dalam penjatuhan 
hukuman ketika anak melaukan perbuatan salah. Hukuman adalah 
alternatif terakhir, hukuman baru diberikan ketka anak tidak sadar dan 
terus melakukan kesalahan.
16
 
Pendidik dan penghukum dengan kekerasan akan membuat anak 
tertekan, hukuman akan menghilangkan semangat anak, membuatnya 
menjadi pemalas, mendorong anak untuk berbohong karena takut akan 
siksaan yang diterimanya, dan mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya, 
membuat akhlak buruk yang tertanam dalam diri anak. Jika anak 
merupakan korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan Negara 
                                                             
16 Jamilia Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak,” Medina-Te, Jurnal Studi Islam, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 115. 
13 
 
 
 
berkewajiban memberikan pertolongan. Dalam Islam diwajibkan upaya 
pembebasan orang (anak) yang nakal. Bentuk penanganan dapat 
disesuaikan dengan sebab-sebab yang menyebabkan anak melakukan suatu 
pelanggaran. Apalagi dewasa ini banyak penyebab baru yang dapat 
memicu terjadi kejahatan terhadap anak. Contoh faktor keterbukaan 
informasi, faktor lingkungan, adanya bisnis perdagangan orang, dan 
sebagainya.
17
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian mengenai anak sebagai pengedar narkoba sudah dilakukan 
sebelumnya. Seperti skripsi oleh Ahmad Ferdian, jurusan Jinayah Siyasah 
Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Bandar Lampung yang berjudul Tinjauan 
Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penyalahgunaan Narkotika Yang Di 
Lakukan Oleh Anak. Penelitian ini meneliti bagaimana sanksi terhadap 
penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif hukum positif, dan 
bagaimana dalam tinjauan hukum Islam  terhadap sanksi penyalahgunaan 
narkotika  oleh anak dalam perspektif hukum positif. Hasil dari penelitian ini 
adalah hukuman bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dalam 
Hukum Islam diberikan pembebasan dan dihilangkan, namun anak tersebut 
diberikan pendidikan atau pembinaan. Sedangkan dalam hukum positif 
berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Pasal 111. Dalam menjatuhkan 
                                                             
17Ibid. 
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pidana anak paling lama setengah  dari maksimum ancaman hukuman penjara 
orang dewasa. 
18
 
Penelitian yang lain adalah jurnal oleh Ridwan Ardiansyah, Lex Privatum 
Vol. V/No. 3/Mei/2017 yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap 
Kasus Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari UU.35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak. Penelitian ini meneliti bagaimana ketentuan-ketentuan 
hukum yang mengatur tentang perkara penyalahgunaan narkotika dikalangan 
anak, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kasus 
penyalahgunaan narkotika dikalangan anak dilihat dari UU No 35 Tahun 
2014. Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan hukum yang 
mengatur tentang pertanggungjawaban kasus narkotika di kalangan remaja 
telah sesuai dengan perlindungan hak-hak anak di mata hukum itu sendiri. 
Perlindungan hak-hak anak diberikan dari awal yaitu di tingkat kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan, dan selama menjalankan hukuman. Hak tersebut 
terdapat dalam Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang narkotika. 
Kemudian pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di 
kalangan remaja ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 lebih menitikberatkan 
hukuman kepada pesuruh atau orang yang melibatkan anak dalam 
penyalahgunaan narkotika sebagaimana terdapat pada Pasal 89 Undang-
undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan bagi 
remaja atau anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
                                                             
18 Ahmad Ferdian, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap…, hlm. 85-86.  
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dianggap sebagai korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 67 Undang-
undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
19
 
Penelitian yang selanjutnya adalah jurnal oleh Ruhut Trifosa Sitompul, 
Fakultas Hukum di Universitas Sumatera Utara yang berjudul Penerapan 
Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual Beli Narkotika 
(Analisis Putusan No.10/Pid.sus Anak/2015/PN.Stb). Penelitian ini meneliti 
faktor-faktor apa yang menyebabkan anak sebagai perantara jual beli narkoba 
dalam putusan No.10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb, bagaimana ketentuan pidana 
yang mengatur anak sebagai perantara jual beli narkotika, dan bagaimana 
penerapan ketentuan pidana terhadap anak sebagai perantara jual beli 
narkotika dalam putusan no.10/pid.sus anak/2015/pn.stb. Hasil dari penelitian 
ini adalah Perbuatan anak sebagai perantara jual beli Narkotika disebabkan 
oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, keluarga, pergaulan anak, dan 
pendidikan yang paling mempengaruhi anak. Penerapan ketentuan pidana 
pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 10/Pid.Sus Anak/2015/PN.Stb, 
berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo UU No. 11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana anak dikenakan delik 
sebagai perantara jual beli. Penerapan pemidanaan terhadap anak perantara 
jual beli dinilai tidak tepat  sebagaimana pasal yang diterapkan tidak sesuai 
jika melihat fakta-fakta hukum yang ada, dan karenanya pidana yang 
dikenakan kepada anak menjadi lebih berat dari pada seharusnya karena 
                                                             
19Ridwan Ardiansyah, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika 
Ditinjau Dari UU.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Lex Privatum, Vol. VNomor 
3,2017, hlm. 90-91. 
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ancaman tindak pidana sebagai perantara jual beli Narkotika lebih berat dari 
pada tindak pidana membawa Narkotika
20
 
Dari ketiga penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang penulis 
teliti, yaitu penulis tidak hanya ingin meneliti sanksi dari pelaku pengedaran 
narkoba oleh anak dibawah umur saja, akan tetapi juga meneliti bagaimana 
perlindungan hukum yang diberikan terkait posisi anak tersebut sebagai 
korban. Penulis juga tidak hanya melihat dari pandangan Hukum Positifnya 
saja, melainkan dengan Hukum Pidana Islam juga. 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, karena dengan 
metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang 
tepat dan benar. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini: 
1. Jenis penelitian   
Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, penelitian ini 
merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti 
berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan.
21
 
2. Sumber data   
Dalam hal ini  sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu:  
a. Sumber Data Primer  
Data utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian 
adalah dengan mengadakan wawancara secara langsung kepada pihak 
                                                             
20 Ruhut Trifosa Sitompul, “Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Anak Sebagai Perantara Jual 
Beli Narkotika; Analiss Putusan No. 10/Pid.sus Anak/2015/PN.Stb”, Jurnal tidak diterbitkan, 
Jurusan Hukum Universitas Sumatera Utara. 2015.Medan. hlm. 21. 
21 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 
2012), hlm. 26. 
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Penyidik di SAT Narkoba Polresta Surakarta, Pembimbing 
Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Surakarta, Jaksa di 
Kejaksaan Negeri Surakarta, dan Hakim anak Pengadilan Negeri 
Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder   
Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa 
literaturdan dokumen-dokumen, buku, karya tulis, serta peraturan 
perundang-undangan, bahan tertulis yang berkaitan erat dengan objek 
yang akan dibahas, Alquran dan hadis. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di empat instansi yaitu di POLRESTA 
Surakarta, Balai Pemasyarakatan Surakarta, Kejaksaan Negeri 
Surakarta, dan Pengadilan Negeri Surakarta selama 91 hari dimulai 
pada hari Jumat, 29 Maret 2019 sampai dengan hari Jumat, 28 Juni 
2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 
a. Observasi Non Partisipan 
Observasi non partisipan adalah observer tidak ikut ambil bagian 
kehidupan orang yang diobservasi. Dalam penelitian ini penulis 
mendapatkan data dengan cara mendengarkan informasi dari pihak 
yang terkait. 
b. Wawancara 
18 
 
 
 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tententu, 
percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 
atas pertanyaan itu.
22
 Penulis mengadakan penelitian secara langsung 
melalui wawancara dengan narsumber.  
c. Dokumentasi 
Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notlen 
rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.
23
 Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan dokumentasi berupa buku, dokumen, dan lain-lain yang 
berhubungan dengan penulisan ini. 
5. Teknik Analisis Data 
a. Reduksi Data 
  Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-
kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi.
24
 Penulis 
melakukan ringkasan uraian singkat dalam mengolah data hasil 
wawancara. 
 
                                                             
22Ibid., hlm. 186. 
23Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Asdi 
Mahasatya, 2006), hlm 231. 
24E Fatmawati, http://eprints.undip.ac.id/40650/3/BAB_III.pdf, diunduh tanggal 21 Agustus 2019, 
jam 20.06 WIB. 
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b. Triangulasi 
  Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil 
wawancara terhadap objek penelitian.
25
 Penulis membandingkan 
keabsahan data hasil wawancara di keempat instansi tersebut dengan 
objek penelitian. 
c. Kesimpulan 
  Setelah pengumpulan data dilakukan, penulis mulai mencari 
penjelasan alur penelitian sehingga menemukan sebuah kesimpulan 
untuk menjawab permasalahan yang ada.  
H. Sistematika Penulisan 
Penulis membagi penelitian ini ke dalam lima bab. Bab 1 berupa 
pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan.   
Sedangkan di bab kedua berupa landasan teori yang  membahas tentang 
pengertian anak dan batas usia anak, pengertian pertanggungjawaban pidana, 
pengertian narkoba, golongan narkoba, sanksi hukuman pengedar narkoba 
oleh anak, dan perlindungan hukum bagi anak dalam perspektif hukum positif 
dan hukum pidana islam. 
Bab ketiga yaitu deskripsi data penelitian yang mencakup profil lembaga 
POLRESTA Surakarta, Balai Pemasyarakatan Surakarta, Kejaksaan Negeri 
                                                             
25Ibid. 
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Surakarta, dan Pengadilan Negeri Surakarta serta pertanggungjawaban dan 
perlindungan  hukum bagi anak sebagai peredar narkoba. 
Bab keempat membahas analisis terhadap terhadap permasalahan skripsi, 
yang mencakup dapat atau tidaknya anak selaku korban dan pelaku pengedar 
narkoba dimintai pertanggungjawaban pidana, dan perlindungan apa yang 
akan diberikan kepada anak tersebut dalam perspektif hukum positif dan 
hukum pidana islam. 
Bab kelima penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. 
Kesimpulan yang merupakan ringkasan singkat atas jawaban dari rumusan 
masalah. 
 21 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Tinjauan Anak Menurut Hukum Positif 
1. Anak Menurut Ketentuan Undang-Undang 
Untuk menentukan siapakah yang disebut sebagai anak atau dengan 
kata lain seseorang yang belum dewasa, maka berikut ini akan 
dikemukakan pengertian tentang anak dalam ketentuan Undang-Undang.  
Dalam Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam pasal 7 
disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 
mencapai umur 19 tahun, dan phak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang 
dibawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. 
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan 
belum pernah kawin. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud 
dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Pasal 1 ayat 3 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, yang dimaksud dengan anak berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
22 
 
 
 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. 
Dengan demikian, pengertian anak atau juvenile pada umumnya adalah 
seseorang yang masih berada dibawah umur tertentu, belum dewasa, dan 
belum pernah kawin.
1
 Menurut beberapa perundang-undangan di 
Indonesia, batas umur seseorang dikatakan sebagai anak atau belum 
dewasa berbeda-beda. Pengelompokan batas usia anak sangat bergantung 
pada kepentingan hukum anak yang bersangkutan.
2
 
2. Batas Usia Minimum Diajukan ke Sidang Pengadilan Anak 
Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa dalam  tindak pidana 
yang dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) 
tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan 
melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 
umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. 
Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 
(dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, 
Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 
mengambil keputusan untuk: 
a.   menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau  
                                                             
1Ibid., hlm. 8. 
2Layyin Mahfiana, Anak Dalam Perlindungan Hukum…, hlm. 31 
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b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 
menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun 
daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 
B. Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum 
  Penanganan anak berkonflik dengan hukum bukan hanya menjadi masalah 
nasional saja, akan tetapi juga menjadi masalah internasional dengan 
disepakatinya Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh 
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. 
Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui dan meratifikasi 
Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagaimana yang telah diwujudkan dalam 
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvention 
On The Rights of Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
3
 
Indonesia konsisten dalam penanganan anak beronflik dengan hukum, hal 
ini terlihat dengan diwujudkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 
35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak, diundangkannya Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
dengan mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak.   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengedepankan penyelesaian anak yang 
berkonflik dengan hukum melalui penanganan penyelesaian secara keadilan 
                                                             
3 Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” Justitia Jurnal Hukum, 
(Surabaya) Vol. 1 Nomor 2, 2017, hlm. 293. 
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restoratif. Keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara  dengan melibatkan 
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan 
kembali pada keadaan semula.
4
 
C. Pertanggungjawaban Pidana Anak 
Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut Pompe dan Van 
Hamel, sebagaimana dikutip oleh Amir Ilyas adalah sebagai berikut: 
1. Kemampuan berpikir pembuat yang memungkinan ia menguasai 
pikirannya, yang memunginkan ia menentukan pikirannya. 
2. Oleh karena itu, ia dapat menentukan akibat dari perbuatannya. 
3. Sehingga dapat menentukan kehendak yang sesuai dengan pendapatnya.5 
Sedangkan Van Hamel, berpendapat bahwa kemampuan 
bertanggungajawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, 
yang mempunyai: 
a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.  
b. Untuk menyadari perbuatannya adalah suatu yang tidak diperbolehkan 
masyarakat, dan 
c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.6 
Pertanggungjawaban pidana mendekati kepada pemidanaan petindak, jika 
telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan 
undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang 
                                                             
4Ibid. 
5Ibid., hlm. 74. 
6Ibid. 
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(diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-
tindakannya apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. 
Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang  
“mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan7 
Dari penjelasan diatas, maka unsur-unsur pertanggungjawaban pidana 
adalah: 
1. Mampu bertanggungjawab 
2. Kesalahan 
3. Tidak ada alasan pemaaf 
Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan 
diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui 
batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Kemudian selanjutnya 
di Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa  dalam hal anak yang belum genap 
berusia 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, 
Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 
mengambil keputusan untuk: 
1. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 
2. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang 
                                                             
7Ibid.  
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menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun 
daerah, paling lama 6 (enam) bulan. 
D. Perlindungan Hukum Anak  
Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita, 
sebagaimana yang dikutip oleh Nashriana, ada beberapa hak-hak anak yang 
harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu: 
a. Sebelum persidangan 
1) Sebagai pelaku 
a) Hak diperlakukan sebagai seseorang yang belum terbukti salah 
b) Hak untuk memperoleh perlindungan akan tindakan-tindakan yang 
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari 
siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan 
misalnya) 
c) Hak untuk memperoleh pendamping, penasihat dalam rangka 
mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam persidangan yang 
akan datang dengan prodeo 
d) Hak untuk memperoleh fasilitas turut serta memperlancar 
pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang 
berwajib). 
2) Sebagai korban 
a) Hak memperoleh pelayanan karena penderitaan mental, isik, dan 
sosialnya 
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b) Hak diperhatikan akan laporan yang disampaikannya dengan 
tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif) 
c) Hak memperoleh perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari 
siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya) 
d) Hak untuk memperoleh pendamping, penasihat dalam angka 
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan 
datang dengan prodeo 
e) Hak untuk memperoleh fasilitas turut serta memperlancar 
pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban. 
b. Selama persidangan 
1) Sebagai pelaku 
a) Hak untuk memperoleh penjelasan tentang tata cara persidangan 
dan kasusnya 
b) Hak memperoleh pendamping, pensehat selama persidangan 
c) Hak untuk memperoleh fasilitas turut serta memperlancar 
persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan) 
d) Hak memperoleh perlindungan akan tindakan-tindakan yang 
merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial 
(berbagai ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan 
misalnya) 
e) Hak untuk menyatakan pendapat 
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f) Hak untuk memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan 
penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili 
tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut yang 
diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22) 
g) Hak untuk memperoleh perlakuan pembinaan/penghukuman yang 
positif,  yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia 
seutuhnya 
h) Hak akan persidangan tertutup dem kepentingannya. 
2) Sebagai korban 
a) Hak memperoleh fasilitas untuk menghadap sidang sebagai 
saksi/korban  (transport, penyuluhan) 
b) Hak memperoleh penjelasan mengenai tata cara persidangan dan 
kasusnya 
c) Hak memperoleh perlindungan akan tindakan-tindakan yang 
merugikan, yang menimbulkan penderitaan menal, fisik, sosial 
(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya) 
d) Hak menyatakan pendapat 
e) Hak mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya 
f) Hak memohon persidangan tertutup 
c. Setelah persidangan 
1) Sebagai pelaku 
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a) Hak memperoleh pembinaan atau penghukuman yang manusiawi 
sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai 
pemasyarakatan 
b) Hak untuk memperoleh perlindungan akan tindakan-tindakan yang 
merugikan, yang menimbulkan penderitaan menal, fisik, sosial 
(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya) 
c) Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, 
keluarganya. 
2) Sebagai korban 
a) Hak untuk memperoleh perlindungan akan tindakan-tindakan yang 
merugikan, yang menimbulkan penderitaan menal, fisik, sosial 
(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya) 
b) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.8 
Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan 
dengan hukum, Hasil penelitian terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 
menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi 
menjadi empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses 
hukum berlangsung digunakan istilah litigasi, bentuk perlindungan dalam 
proses nonlitigasi (diversi), aparat penegak hukum, dan pendamping Anak 
yang berhadapan dengan hukum.
9
 
                                                             
8 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Rajagraindo Pesada, 
2012), hlm. 20-23. 
9 Sitti Mawar dan Azwir, “Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 
Dalam Kasus Pidana Anak-Anak,” Legitimasi Volume VII, Nomor 2, 2018, hlm. 321. 
30 
 
 
 
E. Diversi 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan 
penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana. 
Dalam Pasal 6 menjelaskan tujuan dilakukannya upaya diversi, yaitu:  
     a.  mencapai perdamaian antara korban dan Anak;  
     b.  menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 
     c.   menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; 
     d.   mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  
     e.   menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.   
 
Pasal 7 
     (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara 
Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.  
     (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 
hal tindak pidana yang dilakukan:  
 a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan 
 b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.    
 
Pasal 8 
      (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 
Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. 
     (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau 
masyarakat.  
     (3)  Proses Diversi wajib memperhatikan:  
 a.  kepentingan korban; 
 b.  kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;  
 c.  penghindaran stigma negatif;  
 d.  penghindaran pembalasan;  
 e.  keharmonisan masyarakat; dan  
 f.   kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.    
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F. Sanksi Bagi anak 
Dalam KUHP ditemukan pasal-pasal yang memperlihatkan seolah-olah 
anak yang belum berusia 10 (sepuluh) tahun tidak dapat dituntut menurut 
hukum pidana. Pelaku yang berusia 10 (sepuluh) sampai dengan 16 (enam 
belas) tahun, maka Hakim Pidana harus menyelidiki mungkinkah pelaku dapat 
membuat penelitian atas tindakannya itu serta menyadari tentang sifat 
terlarang dari tindakannya tersebut atau tidak. Apabila jawabannya dapat, 
maka pelaku bisa dijatuhkan pidana dengan dikurung 1/3 dari hukuman orang 
dewasa. Jika diancam pidana dengan pidana seumur hidup, maka dapat diganti 
dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun. Apabila jawabannya tidak, 
maka pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi, jika tindak pidana yang 
dilakukan adalah suatu tindak pidana yang berat, maka Hakim dapat 
memerintahkan pelaku untuk masuk ke Lembaga Pendidikan.
10
 
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, diupayakan proses diversi dalam penyelesaian perkara anak, 
serta pendekatan restoratif yang melibatkan seluruh masyarakat untuk 
membantu proses pemulihan keadaan untuk menjadi lebih baik. Dalam Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, penyelesaian perkara anak 
yang berhadapan dengan hukum dimulai dengan tahap penyelidikan sampai 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.  Berdasarkan Pasal 32 ayat 1 
dan 2, penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan, dalam hal ini anak 
                                                             
10 Dwi Kusumadewi Aditia, dkk., “Analisis Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak 
Yang Berkonflik Dengan Hukum,” Diponegoro Law Journal, (Semarang) Vol 5 Nomor 4, 2016, 
hlm. 4-5. 
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memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga anak tersebut tidak 
akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti atau merusak 
barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan 
terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat: 
1.  Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan  
2.  Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 
(tujuh) tahun atau lebih.
11
 
Jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana 
Anak adalah pidana pokok yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan 
syarat yaitu pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau 
pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. 
Sedangkan pidana tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh 
dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban.
12
 
Dalam Pasal 69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak 
yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Bentuk 
tindakannya dijelaskan di Pasal 82 dengan pengembalian kepada orang 
tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, 
perawatan di LPK, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan 
yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin 
mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. 
 
 
                                                             
11Ibid., hlm. 5. 
12Ibid. 
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G. Tinjauan Anak Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Anak 
Menurut Marlina, sebagaimana yang dikutip oleh Linda Setyaningsih 
bahwa definisi anak yang ditetapkan oleh perundang-undangan berbeda 
dengan definisi anak menurut hukum Islam.  Dalam hukum Islam, definisi 
anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah 
dewasa atau belum.
13
 Artinya yang dimaksud dengan anak adalah 
seseorang yang belum memiliki tanda-tanda seperti orang dewasa 
sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam. Syariat dalam realita 
hukumnya selalu memberikan porsi tersendiri bagi kelompok manusia 
yang berstatus gairu mukallaf (tidak terkena tuntutan hukum). Termasuk 
diantaranya adalah anak-anak yang belum menginjak usia balig.14 
Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan adanya tanda-
tanda yang bersifat jasmani, yaitu telah mulai haid bagi wanita dan mimpi 
bersetubuh bagi laki-laki. Tanda-tanda tersebut adalah tanda jika seseorang 
sudah diperbolekan melakukan perkawinan. Dalam keadaan yang tidak 
dilihat tanda jasmani tersebut, dapat diambil ketentuan batasan umur yang 
menurut para ulama dewasa itu adalah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 
perempuan. Menurut Abu Hanifah, umur dewasa untuk laki-laki adalah 18 
tahun dan perempuan adalah 17 tahun.
15
 Menurut Madzhab Syafi’iyyah 
dan Hanabilah dewasa yaitu usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. 
                                                             
13 Linda Setyaningsih, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur…, hlm. 35. 
14Ibid. 
15 Amir Syarifuddin,  Ushul Fiqh…, hlm. 360. 
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Menurut  Madzhab Malikiyyah, ada beberapa pendapat. Ada yang 
mengatakan delapan belas tahun untuk laki-laki dan perempuan, sembilan 
belas tahun, tujuh belas tahun, dan enam belas tahun . Sedangkan menurut 
Ibnu Hazm berpendapat sembilan belas tahun.
16
Bila seseorang belum 
mencapai usia itu, maka belum berlaku untuknya beban hukum atau taklif. 
2. Perlindungan Hukum Anak  
Anak menurut Islam memiliki bentuk perlindungan, yaitu 
perlindungan yang bersifat pencegahan agar anak tidak menjadi nakal. 
Artinya anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut agama dan 
hukum yang berlaku, wujud perlindungan yang lainnya yaitu agar anak 
tidak menjadi sasaran kejahatan orang lain. Apabila seorang anak sudah 
terlanjur melakukan suatu kejahatan (menjadi anak nakal), maka dalam 
pandangan fiqih telah diatur agar anak diberi perlakuan khusus yang sesuai 
dengan watak anak-anak. Anak yang melakukan kesalahan (kejahatan) 
diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya supaya 
melangkah kearah yang benar. Ancaman dan peringatan diberikan ketika 
anak baru pertama kali melakukan kesalahan. Apabila telah berulang kali 
melakukan kesalahan maka perlu diberikan suatu hukuman, tetapi dalam 
memberikan ancaman dan hukuman harus meperhatikanm batas-batas 
kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Menurut 
Mahmud al-Khal’awi sebagaimana dikutip oleh Jamilia Susanti, dalam 
proses pendisiplinan dan pemberian hukuman pada anak, dapat 
                                                             
16 Nahrowi, Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam dan Berbagai Disiplin Ilmu,” Kordinat, 
(Jakarta), 2016 hlm. 266-267. 
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menciptakan masalah baru. Oleh sebab itu, kedua orang tua harus 
memikirkan bagaimana cara yang paling  tepat untuk mendidik anaknya 
dan cara yang paling berhasil dalam memberikan penjatuhan hukuman 
ketika anak melaukan perbuatan salah. Hukuman adalah alternatif terakhir, 
hukuman baru diberikan ketka anak tidak sadar dan terus melakukan 
kesalahan.
17
 
Pendidik dan penghukum dengan kekerasan akan membuat anak 
tertekan, hukuman akan menghilangkan semangat pada anak, membuatnya 
menjadi pemalas, mendorong anak untuk berkata bohong karena takut 
akan siksaan yang akan diterimanya, dan mengajarkan anak untuk menipu. 
Akhirnya, membuat akhlak buruk yang tertanam dalam diri anak. Jika 
anak merupakan korban kejahatan, maka pihak keluarga, masyarakat, dan 
Negara berkewajiban memberikan pertolongan. Dalam Islam diwajibkan 
upaya pembebasan orang (anak) yang nakal. Bentuk penanganan dapat 
disesuaikan dengan sebab-sebab yang menyebabkan anak melakukan suatu 
pelanggaran atau tindak pidana. Apalagi dewasa ini banyak sekali 
penyebab baru yang dapat memicu terjadi kejahatan terhadap anak. 
Contoh penyebabnya adalah dengan adanyat keterbukaan informasi, faktor 
lingkungan, adanya bisnis perdagangan orang, dan sebagainya.
18
 
 
 
                                                             
17 Jamilia Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak,” Medina-Te, Jurnal Studi Islam, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 115. 
18Ibid. 
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3. Ahliyah  
Subjek hukum adalah orang-orang  yang dituntut oleh Allah untuk 
berbuat, dan segala perbuatannya itu telah diperhitungkan berdasarkan atas 
tuntutan Allah. Subjek hukum dalam Ushul Fiqh katakan dengan istilah 
mukallaf atau orang-orang yang telah dibebani hukum, atau mahkum 
’alaih yaitu orang yang kepadanya diberlakukan hukum.19 Dalam hukum 
Islam, orang yang terkena beban hukum adalah seseorang yang telah balig 
dan berakal. Berdasarkan segi usia, mukallaf dipandang telah memiliki 
kemampuan lahir dan batin untuk mengerjakan taklif. Berdasarkan segi 
akal, mukallaf telah memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik 
dan yang buruk serta memahami jenis hukum suatu objek perbuatan.
20
 
Ada beberapa orang yang tidak layak menjadi mukallafkarena ada 
sebab-sebab yang melekat pada dirinya. Sebagaimana yang terdapat dalam 
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:
21
 
 
َةَشِئَع ٍِ َع ٍِ ِث يِهَع  ِّ ِيَهَع ُللها ىَّهَص ِللها ُلِىُسَر َلبَق : َلبَق بًَ ُهَُِع ُللها َيِضَر ٍتِن بَط ِيِثَأ
 َمِقِعَي ىَّتَح ِّيِجَّصنا ٍِ َعَو َظِقِيَتِسَي ىَّتَح ِىِئبَُّنا ٍِ َع ٍث َلاَث ٍِ َع ُىَهَقْنا َعِفُر : َىَّهَسَو
َقِيِفَي ىَّتَح ٌِ ِى ُِجًَ ْنا ٍِ َعَو َىِهَتِحَيِوَأ 
                                                             
19 Amir Syarifuddin,  Ushul Fiqh…, hlm. 356. 
20 Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, Pengantar Ilmu Fiqh, (Bandung: CV 
PUSTAKA SETIA, 2015), hlm. 93-94. 
21Ibid. hlm. 94. 
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Artinya: 
Dari Aisyah dan Abi Thalib r.a. untuk keduanya:  Rasulullah SAW telah 
bersabda: Diangkat pembebanan hukum untuk tiga jenis mukallaf, yaitu 
orang yang sedang tidur sehingga terbangun, anak kecil sehingga ia 
berakal atau dewasa, dan orang gila sehingga telah sembuh. 
 
Syarat lain diperbolehkannya mukallaf  bertindak secara hukum yang 
dikenai beban taklif, yaitu mukallaf yang bersangkutan telah cakap dan 
ahli dibidangnya.
22
 Hukum taklifi merupakan titah Allah yang berkaitan 
dengan  perbuatan mukallaf  yang berhubungan dengan suatu tuntutan atau 
pilihan untuk berbuat.
23
 Dari pengertian ini dapat dipahami seseorang 
dapat disebut sebagai mukallaf  ketika memenuhi unsur-unsur berikut ini: 
Pertama, harus dapat memahami dalil taklif (pembebanan), yakni ia 
harus mampu memahami nash-nash hukum yang dibebankan oleh Al-
Qur’an dan Al-Sunnah baik yang secara langsung maupun yang melalui 
perantara. Kedua, ia sudah mampu untuk menerima beban hukum yang 
disebut dengan ahlun li al-taklif dalam istilah Ushul. Kecakapan menerima 
taktif atau ahliyah adalah kepantasan untuk menerima taklif. kepantasan 
itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu ahliyah al-wuju>b dan ahliyah al-
ada>’.24 
                                                             
22Ibid. 
23Amir Syarifuddin,  Ushul Fiqh…, 356. 
24 Amir Syarifuddin,  Ushul Fiqh…, 357. 
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Kecakapan untuk dikenakan hukum atau ahliyahal-wuju>b adalah 
kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. 
Para ahli Ushul membagi ahliyah al-wuju>b itu kepada dua tingkatan:25 
a. Ahliyah al-wuju>b na>qish (kecakapan dikenai hukum secara lemah), 
yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak 
untuk menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban 
tetapi tidak pantas menerima hak. Kelamahan ini disebakan oleh 
karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya diantara dua 
kecakapan yang harus ada padanya. 
a. Ahliyah al-wuju>bka>milah (kecakapan dikenakan hukum sempurna), 
yaitu kecakapan seseorang untuk dikenakan kewajiban dan menerima 
hak. 
Kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala 
perbuatannya menurut hukum disebut dengan ahliyah al-ada>’ atau 
kecakapan untuk menjalankan hukum.  Perbuatan tersebut dapat berupa 
ucapan atau tindakan yang telah mempunyai akibat hukum. Ahliyah al-
ada>’terdiri dari tiga tingkat yang setiap tingkatnya dikaitkan dengan batas 
umur seorang manusia, yaitu:
26
 
a. ‘Adi>m al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu seseorang dari 
sejak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 
tahun.
27
Mereka tidak dibebani hukum karena dianggap tidak 
                                                             
25Ibid. 
26Ibid., hlm. 358-359. 
27Ibid. hlm. 359. 
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mempunyai akal, juga tidak memiliki keahlian untuk melaksanakan. 
Ucapan dan perbuatanya tidak berbekas syara’. Batas maksimalnya, 
ketika berbuat pidana terhadap jiwa atau harta orang lain, maka akan 
dikenai hukuman secara harta dengan membayar denda, bukan secara 
fisik.
28
 
a. Ahliyah al-ada>’ na >qishah atau cakap berbuat hukum secara lemah, 
yaitu seseorang yang mencapai usia tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai 
batas dewasa. Sifat lemah ini disebabkan akalnya yang masih lemah 
dan belum sempurna. Jika dikaitkan dengan hukum, sebagian 
tindakannya telah dikenai hukum dan sebagiannya lagi tidak dikenai 
hukum.
29
 Tindakan mumayiz yang berkaitan dengan tindak kejahatan 
dengan berakibat merugikan orang lain, ia akan dituntut dan dikenai 
hukuman berupa membayar ganti rugi dalam bentuk harta, bukan 
dalam bentuk hukuman badan. Oleh sebab itu, tidak diberlakukan 
qishash bagi pembunuhan, rajam bagi perzinahan, atau potong tangan 
bagi pencurian. Ia hanya menanggung diyat pembunuhan atau ta’zir 
yang dibebankan kepada hartanya atau orang tuanya.
30
 
b. Ahliyah al-ada>’ ka >milah atau cakap berbuat hukum dengan sempurna, 
yaitu seorang menusia yang telah mencapai usia dewasa.
31
 
 
                                                             
28 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul…, hlm. 236. 
29 Amir Syarifuddin,  Ushul Fiqh…, hlm. 359. 
30Ibid., hlm. 360. 
31Ibid. 
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4. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana 
 Adapun hal-hal yang dapat menghapuskan pertangungjawaban pidana 
atau terhapusnya suatu hukuman karena berkaitan dengan kondisi pelaku 
atau keadaan pelaku dibagi menjadi empat keadaan: 
a. Paksaan, yaitu ancaman atas diri seseorang pada sesuatu yang tidak 
disenangi untuk mengerjakannya. 
b. Mabuk, mengenai pertanggunjawaban pidana bagiorang mabuk 
manurut empat mazhab fiqh tidak kenai hukuman atas tindak pidana 
yang diperbuatnya, jika ia dipaksa atau terpaksa atau dengan kehendak 
sendiri, tetapi tidak mengetahui jika yang diminum itu bisa membuat 
mabuk. 
c. Gila, tidak dikenakan hukuman jarimah terhadap orang gila karena 
tidak mempunyai kekuatan untuk berpikir dan memilih. 
d. Di bawah umur, anak dibawah umur dipandang belum dibebani hukum 
atau tidak temasuk mukallaf. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban 
hukum atasnya dan tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatannya 
sehingga ia mencapai dewasa.
32
 
H. Narkoba 
1. Pengertian Narkoba 
a. Berdasarkan hukum positif 
Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan dan 
Musyarofah, narkoba (narkotika) berasal dari bahasa Yunani, yaitu 
                                                             
32Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum PIdana…, hlm. 81. 
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narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak dapat merasakan 
apa-apa.
33
 Narkotika berasal dari kata narcotic yang artinya sesuatu 
yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek 
stupor (terbius).
34
 
Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang 
berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 
semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke 
dalam golongan-golongan.  
b. Berdasarkan hukum Islam 
 Narkoba dalam hukum Islam secara langsung tidak disebutkan 
dalam dalil-dalil qath’i, hal ini disebabkan karena Al-Qur’an dan Hadis 
merupakan sumber hukum primer, bukan seperti KUHPer dan KUHP 
yang memang secara khusus dibuat untuk menangani suatu 
permasalahan tertentu.
35
 Meskipun begitu, jika suatu hukum belum 
ditentukan statusnya, maka dapat diselesaikan dengan metode qiyas.36 
Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab 
dengan kata ا ُتاَر ِّدَخُمل  yang berasal dari akar kata  َخ َ َرَّد–  ُر ِّدَُخي– 
                                                             
33 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh…, hlm. 173. 
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  رْيِدَْخت yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, 
menutup, gelap, atau mabuk. Sementara itu secara terminologis 
narkoba adalah zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan 
akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila.
37
 
2. Golongan Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam 
Islam menempatkan penyalahgunaan narkoba (khamr dan 
sejenisnya), yang biasanya berujung pada seks bebas (zina) dan 
pornografi sebagai suatu perbuatan yang memang jelas dilarang. 
Narkoba yang dapat dipahami identik atau disamakan dengan khamr 
atau nabidz (jamaknya anbidzah) maka bagi peminum, pengedar, 
pengusaha dan penjualnya akan dikenai hukuman pidana. Itupun 
dikategorikan pada tindak pidana kejahatan.
38
 Keharaman khamrdan 
sejenisnya dijelaskan dalam Q.S. al-Maidah ayat 90. 
  ِمًَ َع ٍِ ِي ٌسِجِر ُوبَنِسَأْناَو ُةبَصََِأْناَو ُزِسِيًَ ْناَو ُزًِ َخْنا بًَ ََِّإ اىَُيآ ٍَ يِذَّنا بَهُّيَأ بَي
ٌَ ىُحِهْفُت ِىُكَّهَعَن ُِىُجَُِتِجبَف ٌِ بَطِيَّشنا 
Artinya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, 
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak 
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 
jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
39
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38 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 
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 Dalam Lisan al-Arab disebutkan: 
   َمْقَعْنا بَهِتَزَي بَخًُ ِن ُزًِ َخْنا َيِّ ُس 
  Artinya: 
  Dinamakan khamr karena ia membuat panas akal (otak).
40
 
Dari istilah khamr inilah segala jenis minuman atau benda apa saja 
meskipun wujudnya tidak cair, selama didalamnya terdapat unsur yang 
dapat memabukkan (iskar) maka hukumnya haram untuk 
dikonsumsi.
41
 
 ,ٌزًِ َخ ٍزِكِسُي ُّمُك :َىَّهَسَو ِّ ِيَهَع ُللها ىَّهَص ِّ هَّنا ُلىُسَر َمَق:َلبَق َزًَ ُع ٍِ ِثا ٍِ َع
)ىهسي ِاور( ٌواَزَح ٍزِكِسُي ُّمُكَو 
Artinya:  
Dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 
“sesungguhnya segala sesuatu yang memabukkan adalah khamr, 
sedangkan segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram.” 
(Shahih: Muslim)
42
 
   
Dengan begitu, semua jenis minuman atau apa saja yang dapat 
memabukkan adalah haram. Baik itu dalam wujud cair, atau padat 
seperti pil dan segala macam bentuknya, hukumnya adalah haram.
43
 
3. Status Hukum Penyalahgunaan Narkoba Dalam Hukum Pidana 
Islam 
 Status hukum narkoba dalam fiqh tidak disebutkan secara 
gambling dalam Al-qur’an dan sunnah, karena narkoba belum dikenal 
                                                             
40 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual…, hlm. 170. 
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42 Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 
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43 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual…, hlm. 171. 
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pada masa Nabi. Al-qur’an hanya menjelaskan tentang pengharaman 
khamr yang dilakukan secara radual. Meskipun begitu, ulama sepakat 
bahwa menyalahgunakan narkoba hukumnya haram, karena dapat 
merusak jasmani dan rohani manusia. Menurut Ibnu Taimiyah dan 
Ahmad Al-Hasary, sebagaimana dikutip oleh M. Nurul Irfan dan 
Musyarofah, jika belum ditemukannya status hukum tentang 
penyalahgunaan narkoba dalam Al-qur’an dan sunnah, maka para 
ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jail.44 
 Oleh Karena itu, dapat dikatakan bahwa orang yang memakai, 
menjual, membeli, memproduksi, dan segala aktivitas yang berkenaan 
dengan narkoba adalah haram. Hal itu disebabkan karena narkoba 
lebih berbahaya daripada khamr.45 
 Dalam ketentuan hukum fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2014 
Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, Dan Penyalah 
Guna Narkoba menyatakan bahwa:  
     1. Memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba 
tanpa hak hukumnya haram, dan merupakan tindak pidana yang 
harus dikenai hukuman had dan/atau ta’zi >r.  
     2. Produsen, bandar, pengedar dan penyalahguna narkoba 
harusdiberikan hukuman yang sangat berat karena dampak 
buruknarkoba jauh lebih dahsyat dibanding dengan 
khamr(minuman keras).  
3. Negara boleh menjatuhkan hukuman ta’zi >r sampai denganhukuman 
mati kepada produsen, bandar, pengedar danpanyalahguna 
narkoba sesuai dengan kadar narkoba yangdimiliki atau 
                                                             
44 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh…, hlm. 177. 
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tindakan tersebut berulang, demi menegakkankemaslahatan 
umum.
46
 
 
 Sebagaimana dari pada Muslim dari Ali tentang kisah al-Walid bin 
Uqbah: 
 ,ٍَ ِيَِ بًَ َثُزًَ ُعَو ,ٍَ ِيِعَث ِرَأ ٍزْكَثِىُثَأ َدَهَجَو ,ٍَ ِيِعَث ِرَأ َىَّهَسَو ِّ ِيَهَع ُللها ىَّهَص ُّيِجَُّناَدَهَج
 َّيَنِإ ُّتَحَأ اَذَْ َو ,ٌةَُُّس ٌّمُكَو ,ٍَ ِيَِ بًَ َث ُزًَ ُعَو 
 Artinya: 
Nabi SAW mencambuk sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar 
juga mencambuk empat puluh kali, sedangkan Umar sebanyak 
delapan puluh kali, dan semua itu adalah Sunnah, dan ini lebih 
saya sukai.
47
 
 
I. ‘Uqubah 
1. Dilihat dari s ada dan tidak ada nashnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, 
‘uqubah dibagi menjadi dua: 
a. Hukuman yang ada nashnya, yakni hudu>d, qis}a>s}, dan diyat, kafarah. 
Misalnya hukuman untuk pezina, pencuri, perampok, peberontak, 
pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya. 
b. Hukuman yang tidak ada nashnya, yatu ta’zi >r, misalnya percobaan 
berbuat tindak pidana, tidak menyelesaikan amanah, saksi palsu, dan 
pencurian yang belum mencapai batas yang ditentukan.
48
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2. Dilihat dari hubungan hukuman dengan hukuman yang lain, hukuman 
dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu: 
a. Hukuman pokok (al-‘uqubat al-as}liyah), yaitu hukuman asal bagi 
kejahatan. 
b. Hukuman pengganti (al-uqubat al-badaliyah), yaitu hukuman yang 
menempati empat pokok apabila hukuman pokok tidak dapat 
dilaksanakan karena adanya alasan diyat bagi pembunuh yang telah 
dimaafkan qis}a>s}nya oleh keluarga korban, atau hukuman ta’zi>r apabila 
karena suatu hal, had tidak dapat dilaksanakan. 
c. Hukuman tambahan (al-‘uqubah al-taba’iyah), yaitu hukuman yang 
dijatuhkan atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya 
seorang pembunuh untuk mendapatkan waris dari harta yang dibunuh. 
d. Hukuman pelengkap (al-‘uqubat al-takmiliyat), yaitu hukuman 
pelengkap terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan.
49
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. POLRESTA Surakarta 
1. Profil Lembaga 
a. Sejarah 
Kemandirian Polri berawal sejak terpisahnya dari ABRI tanggal 1 
April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi harus dipandang dan 
disikapi secara baik sebagai tahap untuk mewujudkan Polri sebagai 
abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat, menuju 
perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat madani yang 
demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. Kemandirian Polri yang 
dimaksud bukanlah untuk menjadikan institusi yang tertutup, berjalan 
serta bekerja sendiri, namun tetap dalam kerangka ketatanegaraan dan 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh 
termasuk dalam mengantisipasi otonomi daerah sesuai dengan 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan 
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan 
antara pusat dan daerah.
1
 
Pengembangan kemampuan dan kekuatan serta penggunaan 
kekuatan Polri diatur sedemikian rupa agar bisa mendukung 
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Polri sebagai pengemban 
fungsi keamanan dalam negeri. Tugas dan tanggung jawab itu adalah 
memberi rasa aman kepada negara, masyarakat, harta benda dari 
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tindakan kriminalitas dan bencana alam. Upaya dalam melaksanakan 
kemandirian Polri dilakukan mengadakan perubahan-perubahan 
melalui tiga aspek yaitu Aspek Struktural yang meliputi perubahan 
kelembagaan Kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan 
dan kedudukan. Aspek Instrumental  yang meliputi filosofi (visi, misi, 
dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan 
iptek. Aspek Kultural yaitu muara dari perubahan aspek struktural dan 
instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas 
pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliput perubahan 
manajerial, sistem rekruitmen, sistem pendidikan, sistem material 
fasilitas kerja dan jasa, sistem anggaran dan sistem operasional.
2
 
b. Visi dan Misi 
Visi 
Pemantapan soliditas dan profesionalisme Polri guna 
mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan 
berkepribadian. 
Misi 
1) Memantapkan soliditas dengan melakukan reformasi internal 
Polri bidang SDM, sarana prasarana, dan anggaran: 
2) Melaksanakan revolusi mental SDM Polri melalui perbaikan 
sistem rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan 
latihan serta pengawasan: 
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3) Memperkuat kemampuan pencegahan kejahatan dengan 
landasan prinsip pemolisan proaktif (proaktif policing) dan 
pemolisian yang berorientasi pada penyelesaian akar masalah 
(problem oriented policing); 
4) Memacu terbentuknya postur Polri yang lebih domnan sebagai 
pelayan, pengayom, dan pelindung masyarakat: 
5) Meningkatkan pelayanan yang lebih prima kepada publik: 
6) Meningkatkan kemampuan deteksi untuk memahami potensi 
akar masalah gangguan kamtibmas; 
7) Meningkatkan kemampuan mediasi dan solusi nonrepresif 
lainnya dalam menyelesaikan masalah sosial yang berpotensi 
mengganggu kamtibmas; 
8) Meningkatkan kemampuan penegakan hukum yang 
professional, terutama penyidikan ilmiah, guna menekan angka 
empat jenis kejahatan.
3
 
 
 
 
 
c. Struktur Organisasi Polesta Surakarta 
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2. Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindugan Hukum Anak Sebagai 
Pengedar Narkoba 
Deskripsi data merupakan upaya menampilkan data-data agar data-data 
tersebut dapat dipaparkan dengan baik dan mudah untuk dipahami. 
Penelitian di dilakukan di POLRESTA Surakarta pada tanggal  Mei 2019. 
Adapun hasil penelitian yang didapatan berdasarkan wawancara dengan 
narasumber yaitu Bapak Warsino SH., MH. selaku Kasubnit sidik 2 terkait 
pertanggungjawaban pidana dan perlindungan  hukum bagi anak sebagai 
pengedar narkoba adalah sebagai berikut: 
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Data Tersangka Anak Tindak Pidana Narkoba Tahun 2014 S/D 2019 
Bulan April Berdasarkan Status Tersangka 
No Status Tahun Jumlah 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Bandar 0 0 0 0 0 0 0 
2 Pengedar 1 0 0 0 0 0 1 
3 Kurir 1 0 2 0 2 0 5 
4 Pengguna 0 0 0 0 1 0 1 
Jumlah 2 0 2 0 3 0 7 
 
Anak-anak bisa menjadi pengedar narkoba karena dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yang diantaranya adalah karena faktor keluarga yang 
broken home, pergaulan di lingkungan yang salah sehingga 
mengakibatkan terbentuknya kenakalan remaja, dan kemudian faktor 
lainnya adalah anak tersebut menjadi korban yang dimanfaatkan oleh 
bandar-bandar narkoba untuk mengedarkan, karena diketahui jika 
hukuman anak itu lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. 
Setelah anak tersebut selesai mengedarkan narkoba, maka imbalan yang 
diberikan adalah dengan wujud uang.
4
 
Anak tersebut dijerat dengan  Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari tujuh 
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tahun. Terkait kasus anak, masa penahanan dipercepat hanya selama tujuh 
hari. Selain itu, pihak penyidik juga menghadirkan BAPAS untuk dimintai 
pertimbangan dan memeriksa anak tersebut apakah anak tersebut dapat 
dikembali ke orang tua atau tidak. Tahapan jalannya perkara dimulai dari 
penyidikan polisi, penyidikan BAPAS, kemudian dilipahkan ke JPU, 
setelah P-21 lalu polisi menyerahkan barang bukti. Anak dilindungi 
dengan adanay upaya divrsi, namun setiap kasus yang masuk terkait 
peredaran narkoba tidak dilakukan upaya diversi karena ancaman 
hukuman lebih dari tuju tahun dan  selama ada barang bukti yang cukup 
serta saksi yang memenuhi, maka proses akan berlanjut sampai di 
Kejaksaan.
5
 
Hak yang didapatkan oleh anak dalam proses penyidikan diantaranya 
adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan oleh 
pembimbing kemasyarakatan, didampingi oleh orang tuanya, dan lain-lain. 
Mengenai status anak yang menjadi pelaku sekaligus korban, selama 
barang bukti cukup dan saksi memenuhi maka anak tersebut dinyatakan 
sebagai pelaku, sedangkan status anak menjadi korban akan berdampak 
pada putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
6
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B. BALAI PEMASYARAKATAN SURAKARTA 
1. Profil Lembaga 
a. Sejarah 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT di bidang 
Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata atau satuan 
kerja dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik 
Indonesia yang bertugas melakukan bimbingan terhadap klien sampai 
seorang klien dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola 
sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan hidup. 
Pembimbingan yang dimaksud dilakukan di luar LAPAS ataupun 
RUTAN.
7
 
Sejarah berdirinya BAPAS, berawal pada zaman Pemerintahan 
Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya Jawatan Reclassering yang 
didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat jawatan 
kepenjaraan.  Jawatan didirikan guna mengatasi permasalahan anak-
anak/ pemuda Belanda dan Indo yang memerlukan pembinaan khusus. 
Kegiatan Jawatan Reclassering ini adalah dengan memberikan 
bimbingan lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), 
pembimbingan bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan 
pembebasan bersyarat, serta pembinaan anak yang telah diputus 
dikembalikan kepada orang tuanya dan menangani anak sipil. 
Petugas Reclassering disebut Ambtenaar de Reclassering. Institusi ini 
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hanya berjalan selama 5 tahun dan selanjutnya diberhentikan karena 
krisis ekonomi akibat dari terjadinya Perang Dunia I.
8
 
Setelah Indonesia merdeka, institusi ini dirasa perlu untuk dibentuk 
kembali, lalu dikenal dengan Dewan Pertimbangan Pemasyarakatan 
(DPP) yang menjadi Tim Pengamat Pemasyrakatan (TPP) yang berada 
dibawah naungan Menteri Kehakiman. Berdasarkan keputusan 
Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Nopember 1966 Nomor : HY.75 
/ U / 11 / 66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, 
maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan 
Pengentasan Anak (Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal 
Bina Tuna Warga, dan semenjak terdapat dua direktorat yaitu 
Direktorat Pemasyarakatan dan Direktorat BISPA. BISPA dibentuk 
dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.Y.S.I/VI/1970, 
kemudian berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga 
No.4.1/X/1943 tanggal 14 Mei 1974 dibuka kantor BISPA untuk 
masing-masing daerah yang mencapai  44 kantor BISPA. Berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-
PR.07.03 tahun 1987 tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 
atau Balai BISPA. Selanjutnya  berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 tahun 1997 
tanggal  12 Pebruari 1997 tentang nomenklatur ( perubahan nama ) 
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Balai BISPA berubah menjadi Balai Pemasyarakatan yang di singkat 
BAPAS (Balai Pemasyarakatan) hingga sekarang ini.
9
 
b. Visi dan Misi 
Visi 
Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan 
penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu , 
anggota masyarakat dan makluk Tuhan Yang Maha Esa sebagai 
manusia yang mandiri. 
Misi 
Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pembimbingan warga 
binaan pemasyarakatan (klien pemasyarakatan) dalam rangka 
penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan 
serta pencapaian dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).
10
 
c. Struktur Organisasi 
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2. Pertanggugjawaban Pidana dan Pelindungan Hukm Anak Sebagai 
Pengedar Narkoba 
Penelitian juga dilakukan di BAPAS Surakarta pada tanggal  29 Mei 
2019. Adapun hasil penelitian dari wawancara dengan narasumber yaitu 
Ibu Maryanti selaku Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS Surakarta, 
dalam masalah anak, pihak BAPAS akan melihat terlebih dahulu Pasal 
yang sesuai dengan tindakan anak tersebut. Kemudian, BAPAS juga akan 
melakukan penyesuaian dengan Pasal yang pakai oleh pihak Penyidik, 
Pasal yang dijatuhkan sesuai apa tidak, ancaman hukumannya kurang dari 
tujuh tahun atau lebih dan layak untuk dilalukan diversi atau tidak. 
Berkaitan dengan kasus peredaran narkoba yang ancaman hukumannya 
lebih dari tujuh tahun dan tidak memenuhi syarat dari diversi, maka 
BAPAS menyarankan untuk melakukan sidang. BAPAS juga melakukan 
pemeriksaan dengan melihat faktor yang melatarbelakangi anak tesebut 
melakukan perbuatan pidana  dengan mendatangi rumah dan lingkungan 
sekitar tempat tinggal anak dengan mencari tahu bagaimana kondisi dan 
perilakunya setiap hari. Penelitian kemasyarakatan yang disusun ini 
merupakan produk hukum dari BAPAS yang akan dibacakan saat 
pendampingan sidang anak di Pengadilan.
11
 
Kemudian ditambahkan oleh Bapak Djoko Hastanto, S.H.,M.H. selaku 
pembimbing kemasyarakatan, BAPAS melakukan pendampingan terhadap 
anak mulai dari penyidikan sampai persidangan jika diversi tidak 
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dilakukan. Kemudian jika anak telah ditempatkan di LPKS, maka pihak 
BAPAS melakukan pengawasan.
12
 
C. KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA 
1. Profil Lembaga 
a. Sejarah 
Kejaksaan Negeri Surakarta adalah jajaran kejaksaan RI yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dibentuk 
berdasarkan keputusan presiden atas usul Jaksa Agung dalam hal 
tertentu, dengan wilayah tugas di salah satu kota di provinsi Jawa 
Tengah tepatnya di Kota Surakarta. KEJARI Surakarta berada di jalan 
Kepatihan Wetan No. 1 Telp (0271) 646226, Surakarta (Kode Pos 
57139). Terdiri dari 9 satuan kerja yaitu, Satuan Kerja Bidang 
Pembinaan, Bidang Intelejen, Bidang Kepegawaian, Bidang 
Keuangan, Bidang Perlengkapan, dan Bidang Tata Usaha Negara, 
DASKRIMTI, Perpustakaan, Tindak Pidana Umum (PIDUM), Tindak 
Pidana Khusus (PIDSUS), dan Perdata dan Tata Usaha Negara 
(DATUN).
13
 
1) Sebelum reformasi  
Istilah kejaksaan sejatinya sudah ada sejak lama di Indonesia. 
Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa 
Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan 
dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di 
                                                             
12Ibid. 
13www.kejari-surakarta.go.id 
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kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari 
kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta.Seorang peneliti 
Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah 
pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat 
Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa 
adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah 
peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh 
seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan 
mengawasi para dhyaksa tadi.
14
 
Kejaksaan RI selalu mengalami berbagai perkembangan dan 
dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan 
perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga 
kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode 
kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah 
ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta 
tata cara kerja Kejaksaan RI, juga juga mengalami berbagai 
perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.
15
 
2) Sesudah Masa Reformasi  
Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan 
terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang 
ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena 
                                                             
14Ibid. 
15Ibid. 
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itulah, memasuki era reformasi Undang-undang tentang Kejaksaan 
juga ada perubahan, yakni dengan dibentuknya Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 untuk menggantikan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1991. Adanya undang-undang ini disambut 
gembira banyak pihak karena dianggap sebagai peneguhan 
eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.
16
 
b. Visi dan Misi 
Visi 
Terwujudnya aparatur yang profesional memiliki integritas moral 
dalam penegakan dan pelayanan huku. 
Misi 
1) Peningkatan Profesionalisme dan moral Aparatur melalui 
perubahan pola pikir, budaya kerja dan perilaku; 
2) Peningkatan sarana dan prasarana; 
3) Tepat dan cepatnya penyelesaian penanganan perkara; 
4) Terselesaikannya tunggakan penanganan perkara; 
5) Meningkatkan kegiatan operasi intelijen yustisial; 
6) Meningkatkan penyuluhan dan penerapan hukum; 
7) Terselesaikannya bantuan hukum.17 
 
c. Struktur Organisasi 
                                                             
16Ibid. 
17Ibid. 
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STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA 
 
2. Petangungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Anak Sebagai 
Pengedar Narkoba 
Penelitian di Kejaksaan Negeri Surakarta dilaksankan pada tanggal 14 
Mei 2019. Adapun hasil penelitian dari wawancara dengan narasumber 
yaitu Bapak Irfan Susilo, S.H. selaku Kasubsi Eksekusi dan Eksaminasi 
Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Surakarta terkait kasus peredaran 
narkoba oleh anak, dalam tahap pemeriksaan di Kejaksaan tidak melalui 
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI 
TEGUH SUBROTO, SH., MH. 
JAKSA UTAMA PRATAMA 
(IV/B) 
NIP.19680529 199303 1 003 
KASI PENGELOLAAN 
BB&BR 
HASRAWATI M, SH.,MH 
JAKSA MUDA III/D 
NIP. 19721213 199303 2 
001 
KASUBSI BRG BUKTI 
AGUS WAHYUDI, SH 
MUDA WIRA TU 
NIP. 19770812 200501 
1 002 
KASUBSI BRG 
RAMPASAN 
WIDYO B, SH 
JAKSA PRATAMA 
NIP. 1985 1102 200812 
1 002 
KASI DATUN 
Y EDY HARYONO, SH. 
JAKSA MADYA (IV/A) 
NIP. 19640618 198803 1 
001 
KASUBSI PERDATA 
VIDI P, SH 
JAKSA PRATAMA 
NIP. 19880802 200912 1 
002 
KASUBSI TUN 
ARIF H, SH 
JAKSA PRATAMA 
NIP. 19850206 200812 1 
001 
KASUBSI PERTIM HUKUM 
W CHOIRUL S, SH. 
JAKSA PRATAMA 
NIP. 19850807 200812 1 
002 
KASI TP. KHUSUS 
PINTONO H.,SH. 
JAKSA MUDA 
NIP. 19790116 200112 1 
001 
KASUBSI PENYIDIKAN 
SATRIAWAN S.,SH. 
JAKSA PRATAMA 
NIP. 19810324 200912 1 002 
KASUBSI PENUNTUTAN 
NANIK S, SH. 
JAKSA PRATAMA 
NIP. 
KASUBSI UHEKSI  
NURBADI Y, SH. 
JAKSA PRATAMA 
NIP. 19851027 200812 1 
001 
KASI TP UMUM 
CHANDRA EY, SH MH 
JAKSA MUDA (III/D) 
NIP. 19800928 200312 1 
001 
KASUBSI PRATUT  
OKI DANITA, SH.,MH. 
 JAKSA PRATAMA  
NIP. 198305302002 2 991 
KASUBSI PENUNTUTAN 
 NUGROHO, SH.  
JAKSA PRATAMA 
 NIP.19711205 200003 1 
002 
KASUBSI EKSE DAN EKS 
IRFAN SUSILO, SH 
NIP. 
KASI INTELIJEN 
SINGGIH K, SH MH 
JAKSA MUDA (III/D) 
NIP.  
KASUBSI IPOSBUHANKAM 
TOMI ARYANTO, SH., MH. 
 JAKSA PRATAMA  
NIP. 19751119 199403 1 
001 
KASUBSI EKPPS 
 I WAYAN AW, SH.,MH.  
JAKSA PRATAMA  
NIP. 19800506 2006031 1 
001 
KASUBSI TIPROPENKUM 
DWIYATMOKO, AS.,SH. 
 JAKSA PRATAMA 
S NIP. 19801106 200812 1 
001 
KASUBAG PEMBINAAN 
ADHI SP, SH MH 
JAKSA MUDA 
NIP. 19840710 200712 1 
001 
KAUR KEPEGAWAIAN 
NETTI TATIANA, SH. 
MYUANA WIRA T.U.  
NIP. 19821225 200912 2 
002 
KAUR KEU DAN PNBP 
SAMIDI 
MUDA WIRA T.U. (III/B) 
NIP. 19641117 198502 1 
002 
KAUR PERLENGKAPAN 
TRI ATMOJO ADI 
MUDA WIRA T.U. (III/B) 
19671005 198803 1 004 
KAUR TU DAN PERPUS 
TRI SETYO WIDJAYANTI, 
S.SOS 
MUDA WIRA T.U. (III/B) 
NIP. 19730924 200604 2 002 
KAUR DASKRIMTI 
NITA PRIYUDIARNI. SH. 
YUANA WIRA T.U. (II/A) 
NIP. 19800429 200501 2 001 
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tahap diversi, karena biasanya yang dijadikan dasar dalam penuntutan 
Jaksa yaitu Pasal 112 atau 114Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika yang bunyinya adalah: 
Pasal 112 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Pasal 114 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukummenawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi  perantara 
dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan 
I, dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana  
penjara palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh)tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling 
banyakRp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, 
menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya 
melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon 
atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku  
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  
pidana penjarapaling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 
(dua puluh tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Sedangkan syarat dilakukannya diversi menurut Pasal 7 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana 
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penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan 
tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang 
Tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwaPenyidik, Penuntut 
Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan  
kategori tindak pidana. Di penjelasan Pasalnya disebutkan bahwa 
ketentuan ini merupakan indikasi jiks semakin rendah ancaman pidana 
semakin tinggi prioritas Diversi.  Diversi bukan dimaksudkan untuk 
dilaksanakan kepada pelaku tindak pidana yang serius, misalnya 
pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang 
diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.
18
 
  Kategori anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya adalah 
anak yang berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Namun, 
dalam hal penahanan menurut Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan 
Anak yang dapat dilakukan penahanan adalah anak yang telah berumur 14 
tahun atau lebih dan ancaman hukumannya 7 tahun atau lebih. Dalam 
proses pemeriksaan sebagaimana Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, anak juga berhak mendapatkan bantuan hukum 
dan pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan, yang dimaksud 
dalam hal ini adalah BAPAS yang akan memberikan pertimbangan-
pertimbangan terkait dengan perkara tersebut kepada Jaksa. Anak tersebut 
juga berhak untuk di dampingi oleh orang tua.
19
 
                                                             
18Irfan Susilo, Jaksa, Wawancara Pribadi, 14 Mei 2019,  jam 10.27-12.10 WIB. 
19Ibid. 
63 
 
 
 
  Terkait status anak yang menjadi pelaku dan korban, Jaksa melihat 
fakta- fakta yang ada, ketika anak tersebut melakukan perbuatan itu dan 
bisa dipertanggungjawabkan, maka perkara tersebut harus tetap diproses 
meskipun untuk penjatuhan sanksinya berbeda-beda, apakah dipidana atau 
dengan tindakan. Status anak sebagai korban juga akan dijadikan bahan 
pertimbangan jaksa dan hakim dalam memberikan tuntutan dan 
mejatuhkan putusan.
20
 
D. PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 
1. Profil Lembaga 
a. Sejarah 
Bangunan terdahulu PN Surakarta Pengadilan Negeri Kelas IA 
Khusus Surakarta berada di Wilayah Pemerintah Kota Surakarta atau 
lebih terkenal dengan istilah di kota Sala. Pengadilan Negeri Surakarta 
beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.290 Surakarta. Bangunannya 
berdiri sejak jaman Belanda, yang pada awalnya terdiri dari 2 (dua) 
bagian, yaitu: Landraad dan Landgrecht.
21
 
Gedung-gedung tersebut menghadap ke barat yaitu Jl. 
Dr.Soepomo. 2-3. Kemudian Pengadilan Tentara membuat gedung di 
erf Pengadilan Negeri Surakarta yaitu diantara 2 gedung landraad 
bagian utara dan selatan yang juga menghadap ke Jl Dr.Soepomo. 
Gedung yang bagian selatan pada awalnya juga landraad / landgrecht, 
yakni gedung landraad dan landgrecht Sragen-Wonogiri di Surakarta., 
                                                             
20Ibid. 
21http://www.pn-surakarta.go.id 
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Pada Jaman R.I. gedung-gedung itu menjadi Pengadilan Negeri 
Sragen-Wonogiri. Pada tahun 1966 Pengadilan Negeri Sragen-
Wonogiri dipecah masing-masing berdiri sendiri dan harus berkantor 
di daerah masing-masing. Karanganyar dan Sukoharjo pada jaman 
Belanda berupa Kawedanan Pemerintahannya ikut Surakarta. Pada 
Jaman R.I. setelah Kabupaten terbentuk Pengadilan masih ikut 
yurisdiksi Pengadilan Negeri Surakarta. Setelah Pengadilan Negeri 
Karanganyar dan Sukoharjo terbentuk dan personelnya terisi, harus 
menduduki daerah masing-masing, dan pada tahun 1966 memisahkan 
diri dari Pengadilan Negeri Surakarta dan menduduki daerah masing-
masing.
22
 
Pada tahun 1996 Pengadilan Negeri Surakarta yang awalnya 
menghadap ke Jalan Dr. Soepomo 2-3, kemudian berubah menghadap 
ke Jalan Slamet Riyadi No. 290 sampai dengan saat ini. Keadaan 
Pengadilan Negeri Surakarta sekarang Luas Tanah 9640 M2 dengan 
Luas Gedung 5330 M2 dan Luas Halaman 4310 M2. Pengadilan 
Negeri Surakarta mengalami beberapa kali kenaikan kelas, 
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I.Tanggal 21 
Septrember 1999, Nomor. M.08.AT.01.05 Tahun 1999 Pengadilan 
Negeri Surakarta naik kelas dari Kelas IB menjadi Kelas IA. 
Kemudian dari Kelas IA menjadi Kelas IA Khusus berdasarkan 
                                                             
22Ibid. 
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Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusian R.I. tanggal 2 
September 2003, Nomor : M.4725.Kp.04.04 TAHUN 2003.
23
 
b. Visi dan Misi 
Visi 
Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman 
yang mandiri, efektif serta mendapatkan kepercayaan publik, 
profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, 
terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab 
panggilan pelayanan publik.  
Misi 
1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 
dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
2) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari 
campur tangan pihak lain. 
3) Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan kepada 
masyarakat.   
4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan. 
5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat 
dan dihormati. 
6) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak 
dan transparan.
24
 
c. Stuktur Organisasi 
                                                             
23Ibid. 
24Ibid. 
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2. Pertanggunjawaban Pidana dan Perlindngan Hukum  Anak Sebagai 
Pengedar Narkoba 
Penelitian dilakukan pada tanggal24 Mei 2019. Adapun hasil 
penelitian dari wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Hadi 
SunotoS.H,M.H. selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Dalam tahap pemeriksaan anak di Pengadilan, anak dilindungi dengan 
adanya upaya diversi. Namun, jika seorang anak melakukan tindak pidana 
dengan menjadi pengedar narkoba maka dalam hal ini tidak ada pihak 
korban, maka tidak dilakukan diversi. Hal-hal lain yang membuat tidak 
dilakukannya diversi yaitu karena syarat dari diversi itu sendiri adalah 
diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan 
merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan tindak pidana peredaran 
narkoba diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika yang ancaman hukumannya adalah: 
Pasal 114 
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(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukummenawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi  perantara 
dalam jual beli, menukar, ataumenyerahkan Narkotika Golongan I, 
dipidana denganpidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara 
palingsingkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00(satu miliar 
rupiah) dan paling banyakRp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) 
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 
bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  pidana 
penjarapaling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Ketika anak melakukan suatu tindak pidana, maka aturan yang dipakai 
adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Ia mempunyai hak-hak penuh yaitu mendapatkan 
pendampingan dari pembimbing kemasyarakatan, mendapatkan penasehat 
hukum, orang tua. Jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi, maka akan batal 
demi hukum. Dalam persidangan, sidang bisa berupa majelis atau tunggal. 
Namun, apabila perkara tesebut tidak mengandung unsur konflik dengan 
banyak massa, maka sidang dilakukan oleh hakim tunggal. Hakim, Jaksa, 
dan Pengacara tidak memakai atribut persidangan agar anak tidak merasa 
takut, dan ruangannyapun berbeda dengan ruang sidang orang dewasa.
25
 
Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam Pasal 71 
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak mengenai pemidanaan, 
penjatuhan pidana kepada anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan. 
                                                             
25Hadi Sunoto, Hakim Anak, Wawancara Pribadi, 24 Mei 1998, jam 09.12-11.00 WIB. 
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Didalam Undang-Undang Narkotika, terdapat pidana denda namun dalam 
perkara anak, denda tidak berlaku dan diganti dengan pelatihan-pelatihan 
kerja. Lamanya pidana anak diatur dalam Pasal 81 ayat dua yaitu Pidana 
penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) 
dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
26
 
Dasar hakim dalam memutus perkara peredaran narkoba anak 
berdasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, 
hasil visum dan lain-lain. Hakim juga wajib mempertimbangkan 
pertimbangan yang diberikan oleh BAPAS berupa hasil penelitian 
kemasyarakatan. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim melihat keadaan 
yang memberatkan dan meringankan hukuman, posisi anak sebagai pelaku 
pengedar narkoba yang merupakan korban yang dimanfaatkan usia anak-
anaknya oleh bandar nakoba yang sesungguhnya, maka nanti akan masuk 
dalam hal-hal yang meringankan putusan hakim.
27
 
                                                             
26Ibid. 
27Ibid. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pengedar 
Narkoba dalam Perspekif Hukum Positif 
Pengedar narkoba anak di wilayah Surakarta ternyata tidak banyak 
kasusnya. Kasus terbanyak dari tahun 2014 sampai dengan 2019 bulan 
April adalah anak sebagai kurir narkoba. Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara khusus mengenai 
anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun, 
anak tersebut dapat dipidana berdasarkan perbuatan yang dilakukannya 
yang dalam Undang-Undang Nakotika diatur dalam Pasal 112 atau Pasal 
114 yang berbunyi: 
Pasal 112 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, 
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I 
bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 
(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).  
(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 114 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  perantara 
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
70 
 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar 
rupiah). 
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) 
kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk 
bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku  dipidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau  pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun 
dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
 
Dalam kasus anak, terdapat cara alternatif dalam penyelesaian perkara 
yang dilakukan dengan diversi. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana.  Diversi dilakukan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan 
dengan maksud menghindarkan anak  dari stigmatisasi terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum. Namun, dalam kasus ini diversi tidak dapat 
dilakukan karena syarat dilakukannya diversi sebagaimana diatur dalam 
Pasal  7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam 
dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan 
pengulangan tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a 
Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak dijelaskan bahwa 
Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus 
mempertimbangkan  kategori tindak pidana. Di penjelasan Pasalnya 
disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator jikaa semakin rendah 
ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi.  Diversi tidak 
dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang 
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serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan 
terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun.
1
 
Kategori anak yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya adalah 
anak yang berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Dalam Pasal 
69 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum 
berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal penahanan 
menurut Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang dapat 
dilakukan penahanan adalah anak yang telah berumur 14 tahun atau lebih 
dan ancaman hukumannya 7 tahun atau lebih. Anak sebagai pelaku 
peredaran narkoba ancaman hukumannya adalah setengah dari ancaman 
hukuman yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini sesuai 
dengan ketentuan bahwa ancaman pidana penjara bagi anak yang 
melakukan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara 
yang diancamkan terhadap orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 
81ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Penerapan sanksi pidana, penjatuhan pidana merupakan upaya terakhir 
yang dilakukan. Kemudian pemidanaan diatur dalam Pasal 71 yaitu pidana 
pokok yang meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat yaitu 
pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, 
pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Sedangkan pidana 
                                                             
1
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 omor 153, Tambahan Lembaran Negara Repblik 
Indonesia Nomor 5332). 
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tambahan meliputi perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak 
pidana, atau pemenuhan kewajiban.
2
 
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pengedar 
Narkoba dalam Perspekif Hukum Pidana Islam 
Kecakapan untuk dikenai hukum atau ahliyahal-wuju>b adalah kepantasan 
seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban.. Para ahli Ushul 
membagi ahliyah al-wuju>b itu kepada dua tingkatan: 
a. Ahliyah al-wuju>b na>qish atau kecakapan dikenai hukum secara lemah; 
b. Ahliyah al-wuju>bka>milah atau kecakapan dikenai hukum sempurna.3 
Kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala perbuatannya 
menurut hukum disebut dengan ahliyah al-ada’ atau kecakapan untuk 
menjalankan hukum.  Perbuatan tersebut dapat berupa ucapan atau tindakan 
yang telah mempunyai akibat hukum. Ahliyah al-ada’terdiri dari tiga tingkat 
yang setiap tingkatnya dikaitkan dengan batas umur seorang manusia, yaitu: 
a. ‘Adi>m al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu seseorang dari sejak 
lahir sampai mencapai usia tamyiz sekitar umur 7 tahun. Mereka tidak 
dibebani hukum karena dianggap tidak mempunyai akal, juga tidak 
memiliki keahlian untuk melaksanakan. 
b. Ahliyah al-ada>’ na>qishah atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu 
manusia yang mencapai usia tamyiz(kira-kira 7 tahun) sampai batas 
dewasa. Sifat lemah ini disebabkan akalnya masih lemah dan belum 
                                                             
2Ibid. 
3 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul…, hlm. 230. 
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sempurna. Jika dihubungkan dengan hukum, sebagian tindakannya telah 
dikenai hukum dan sebagiannya lagi tidak dikenai hukum. Tindakan 
mumayiz yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan 
dengan berakibat merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai hukuman 
berupa membayar ganti rugi dalam bentuk harta dan tidak hukuman badan. 
Oleh karena itu, tidak diberlakukan hukuman qishash bagi pembunuhan, 
rajam bagi perzinahan, atau potong tangan bagipencurian. Ia hanya 
menanggung diyat pembunuhan atau ta’zir yang dibebankan kepada 
hartanya atau orang tuanya. 
c. Ahliyah al-ada>’ ka>milah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, 
yaitu seorang menusia yang telah mencapai usia dewasa.
4
 
Dalam kasus anak sebagai pengedar narkoba, anak yang masih mumayiz 
tidak akan dikenai hukuman berupa hukuman badan. Akan tetapi  
pertanggungjawaban pidananya berupa tuntutan dengan membayar ganti rugi 
yang akan dibebankan kepada harta kedua oran tuanya. 
C. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Dalam 
Pengedaran Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif 
Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak yang berkonflik 
dengan hukum  adalah dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam Undang-Undang 
tersebut terdapat cara alternatif dalam penyelesaian perkara yang dilakukan 
dengan diversi. Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari 
                                                             
4 Amir Syarifuddin,  Ushul Fiqh…, hlm. 358-360. 
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proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.  Diversi dilakukan 
untuk menjauhkan anak dari proses peradilan dengan maksud menghindarkan 
anak  dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
Namun, dalam kasus ini diversi tidak dapat dilakukan karena syarat 
dilakukannya diversi sebagaimana diatur dalam Pasal  7 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 
7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dibentuk sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Pengadilan Anak bertujuan untuk 
melindungi dan mengayomi anak berhadapan dengan hukum agar anak 
tersebut dapat menjalani masa depannya yang masih panjang serta memberi 
kesempatan kepadanya agar melalui pembinaan sehinngga dapat diperoleh jati 
dirinya untuk menjadi seseorang yang mandiri, bertanggung jawab, dan 
berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, 
dalam  prakteknya anak cenderung diposisikan sebagai objek dan 
perlakuannya cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tentang 
Pengadilan Anak ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum 
masyarakat  dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus 
kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan begitu, diperlukan 
adanya perubahan paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan 
hukum, dengan didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan 
lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 
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meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus 
kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
5
 
Pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sebagai 
pengganti Undang-Undang Pengadilan Anak  yang dilakukan dengan tujuan 
agar tercapainya peradilan yang memang menjamin perlindungan kepentingan 
terbaik pada Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
6
 
Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita, 
sebagaimana yang dikutip oleh Nashriana, ada beberapa hak-hak anak yang 
harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu: 
1. Hak anak korban sebelum dipersidangan 
a. Hak memperoleh pelayanan karena penderitaan mental, isik, dan 
sosialnya 
b. Hak diperhatikan akan laporan yang disampaikannya dengan tindak 
lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif) 
c. Hak memperoleh perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa 
saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya) 
d. Hak untuk memperoleh pendamping, penasihat dalam angka 
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan 
datang dengan prodeo 
                                                             
5Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5332). 
6 Ibid. 
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e. Hak untuk memperoleh fasilitas turut serta memperlancar pemeriksaan 
sebagai pelapor, saksi/korban. 
2. Hak anak korban selama di persidangan 
a. Hak memperoleh fasilitas untuk menghadap sidang sebagai 
saksi/korban  (transport, penyuluhan) 
b. Hak memperoleh penjelasan mengenai tata cara persidangan dan 
kasusnya 
c. Hak memperoleh perlindungan akan tindakan-tindakan yang 
merugikan, yang menimbulkan penderitaan menal, fisik, sosial 
(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya) 
d. Hak menyatakan pendapat 
e. Hak mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya 
f. Hak memohon persidangan tertutup 
3. Hak anak setelah di persidangan 
a. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan 
yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan menal, fisik, sosial 
(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya) 
b. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, dan sosial.7 
Terhadap perkara pengedar narkoba yang dilakukan oleh anak. Anak 
mempunyai dua peran yaitu menjadi pelaku atau pengedar dan menjadi korban 
yang dimanfaatkan usia anak-anaknya oleh bandar narkoba yang 
sesungguhnya, mengingat bahwa hukuman yang diberikan oleh anak lebih 
                                                             
7 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana…, hlm. 20-23. 
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ringan jika dibandingkan dengan orang dewasa. Dalam proses pemeriksaan, 
baik penyidik, jaksa, maupun hakim tetap melihat pada bukti-bukti yang ada, 
jika bukti-bukti telah terpenuhi maka anak tersebut tetap dianggap sebagai 
pelaku tindak pidana pengedar narkoba. Terkait dengan anak sebagai korban 
yang dimanfaatkan usia anak-anaknya, hal tersebut dapat dijadikan bahan 
pertimbangan hakim dalam memutus dengan melihat posisi anak sebagai 
korban sehingga dapat dimasukkan kedalam hal-hal yang meringankan 
putusan. 
D. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Dalam 
Pengedaran Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam 
Anak menurut Islam memiliki bentuk perlindungan, yaitu bersifat 
pencegahan agar anak tidak menjadi nakal. Artinya anak yang melakukan 
perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang berlaku, wujud 
perlindungan yang lainnya yaitu agar anak tidak menjadi sasaran kejahatan 
orang lain. Apabila seorang anak sudah terlanjur melakukan suatu kejahatan 
(menjadi anak nakal), maka dalam pandangan fiqih telah diatur agar anak 
diberi perlakuan khusus yang sesuai dengan watak anak-anak. Anak yang 
melakukan kesalahan (kejahatan) diberi peringatan, nasehat, menjaga dan 
mengarahkan nuraninya supaya melangkah kearah yang benar. Ancaman dan 
peringatan diberikan ketika anak baru pertama kali melakukan kesalahan. 
Apabila telah berulang kali melakukan kesalahan maka perlu diberikan suatu 
hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan hukuman harus 
meperhatikanm batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat perkembangan 
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jiwanya. Menurut Mahmud al-Khal’awi sebagaimana dikutip oleh Jamilia 
Susanti, dalam proses pendisiplinan dan pemberian hukuman pada anak, dapat 
menciptakan masalah baru. Oleh sebab itu, kedua orang tua harus memikirkan 
bagaimana cara yang tepat untuk mendidik anaknya dan cara yang paling 
berhasil dalam penjatuhan hukuman ketika anak melaukan perbuatan salah. 
Hukuman adalah alternatif terakhir, hukuman baru diberikan ketka anak tidak 
sadar dan terus melakukan kesalahan.
8
 
Pendidik dan penghukum dengan kekerasan akan membuat anak tertekan, 
hukuman akan menghilangkan semangat anak, membuatnya menjadi pemalas, 
mendorong anak untuk berbohong karena takut akan siksaan yang 
diterimanya, dan mengajarkan anak untuk menipu. Akhirnya, membuat akhlak 
buruk yang tertanam dalam diri anak. Jika anak merupakan korban kejahatan, 
maka keluarga, masyarakat, dan Negara berkewajiban memberikan 
pertolongan. Dalam Islam diwajibkan upaya pembebasan orang (anak) yang 
nakal. Bentuk penanganan dapat disesuaikan dengan sebab-sebab yang 
menyebabkan anak melakukan suatu pelanggaran. Apalagi dewasa ini banyak 
penyebab baru yang dapat memicu terjadi kejahatan terhadap anak. Contoh 
faktor keterbukaan informasi, faktor lingkungan, adanya bisnis perdagangan 
orang, dan sebagainya.
9
 
Berkaitan dengan kasus anak sebagai pengedar narkoba, anak tersebut 
sudah selayaknya mendapatkan perlindungan berupa pencegahan agar tidak 
tidak tumbuh menjadi anak yang nakal atau anak yang melakukan suatu 
                                                             
8 Jamilia Susanti, “Tinjauan Hukum Islam …, hlm. 115. 
9Ibid. 
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perbuatan yang dilarang, selain perlindungan yang sifatnya mencegah, anak 
juga harus mendapatkan perlindungan dari sasaran kejahatan orang lain. Anak 
sebagai pengedar narkoba tidak semata-mata menjadi pelaku, ia juga 
merupakan korban dari kejahatan orang lain yang memanfaatkan usia anak-
anaknya. Dalam hukum Islam, anak sebagai pelaku peredaran narkoba diberi 
peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar melangkah 
kearah yang benar. Namun, apabila ia berulang kali melakukan kesalahan 
maka perlu diberikan hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan 
hukuman harus diperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan tingkat 
perkembangan jiwanya. Kemudian jika dilihat dari posisi anak tesebut yang 
juga merupakan korban dari sasaran kejahatan orang lain, maka keluarga, 
masyarakat, dan Negara berkewajiban memberikan pertolongan.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis dari permasalahan diatas, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkoba di 
Wilayah Surakarta dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana 
Islam 
Dalam hukum positif,  apabila anak sebagai pengedar narkoba telah 
mencapai umur 12 tahun atau lebih maka dapat dimintai 
pertanggungjawaban pidana, dijerat Pasal 112 atau 114 Undang-Undang 
Narkotika. Apabila telah berusia 14 tahun maka dapat dijatuhi pidana. 
Untuk pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 
(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
Dalam hukum Islam yaitu mumayiz tidak akan dikenai hukuman berupa 
hukuman badan. Akan tetapi  pertanggungjawaban pidananya berupa 
tuntutan dengan membayar ganti rugi yang akan dibebankan kepada harta 
kedua orang tuanya 
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pengedar Narkoba di Wilayah 
Surakarta dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam 
  Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum  adalah dengan dibentuknya Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 
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didalamnya terdapat cara alternatif dalam penyelesaian perkara dengan 
diversi. Namun, berkaitan dengan anak sebagai pelaku peredaran narkoba 
diversi tidak dilakukan. Sedangkan posisinya sebagai korban dijadikan 
bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam hukum Islam, 
perlindungan anak diberikan berupa pencegahan agar anak tersebut 
melakukan suatu hal yang dilarang. Selain itu, anak juga mendapatkan 
perlindungan dari sasaran kejahatan oang lain. anak sebagai pelaku 
peredaran narkoba diberi peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan 
nuraninya agar melangkah kearah yang benar. Anak sebagai korban dari 
sasaran kejahatan orang lain, maka keluarga, masyarakat, dan Negara 
berkewajiban memberikan pertolongan.  
B. Saran 
1. Dalam pertanggungjawaban pidana, jangan hanya menitikberatkan pada 
terbukti atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak saja, tetapi 
harus dipertimbangkan latar belakang atau sebab-sebab anak itu 
melakukan pelanggaran tersebut, sehingga anak tidak akan kehilangan 
harapan untuk masa depannya. 
2. Melalui peradilan anak, diharapkan dapat tercipta peradilan yang benar-
benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Peran penting dari 
eksternal dan internal dalam penanganan dan perlindungan hak-hak anak 
sangat diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental, spiritual dan sosial anak.  
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Foto Wawancara 
  
Di Kejaksaan Negeri Surakarta 
 
Di Pengadilan Negeri Surakarta 
 
 
Di BAPAS Surakarta SAT Narkoba POLRESTA
 Surakarta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA DI POLRESTA SURAKARTA 
1. Berapa jumlah kasus pengedar narkoba oleh anak dari lima tahun terakhir? 
2. Apa faktor yang menyebabkan anak tersebut menjadi pengedar narkoba? 
3. Dasar hukum apa yang dipakai polisi dala menangani perkara ini? 
4. Bagaimana tahapan jalannya perkara? 
5. Apakah setiap kasus sampai ke Jaksa? Jika tidak bagaimana penyelesaiannya? 
6. Instansi apa yang terkait dengan penanganan anak sebagai pengedar narkoba? 
7. Apa saja hak yang didapat oleh anak selama proses pemeriksaan? 
8. Bagaimana penyidik memilah antara anak menjadi pelaku dan menjadi 
korban? 
 
PEDOMAN WAWANCARA DI BAPAS SURAKARTA 
1. Sejauh mana peran BAPAS dalam menangani perkara anak sebagai pengedar 
narkoba? 
2. Perlindungan apa yang akan diberkan kepada anak tersebut? 
3. Hasil Litmas yang dibackan di persidangan mencakup apa saja? 
 
PEDOMAN WAWANCARA DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA 
1. Bagaimana tahapan atau jalannya proses perkara terkait dengan anak sebagai 
pengedar narkoba? 
2. Aturan apa yang dipakai untuk dijadikan dasar penuntutan oleh Jaksa? 
3. Apa saja hak yang di dapat oleh anak selama menjalani pemeriksaan di 
kejaksaan? 
 
 
 
 
4. Bagaimana Jaksa memilah posisi anak sebagai pelaku pengedar narkoba dan 
juga sebagai korban? 
 
PEDOMAN WAWANCARA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 
1. Bagaimana proses jalannya perkara di Pengadilan terkait kasus pengedaran 
narkoba oeh anak? 
2. Apa hak yang diberikan oleh anak selama pemeriksaan di Pengadilan? 
3. Apa dasar hakim dalam memutus perkara? 
4. Bagaimana hakim memilah posisi anak sebagai pelaku dan korban? 
5. Pertanggungjawaban pidana seperti apakah yang akan diberikan? 
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